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RINGKASAN

Ferta Ayu Aditama, 2014, Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Wilayah Singosari (Studi Kasus Pada UPTD Dinas
Pendapatan Singosari Malang), Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si, PhD, Dr.
Sarwono, M.Si, 115 hal + x.

UPTD Dinas Pendapatan Singosari telah berupaya untuk melakukan
pelayanan yang terbaik dalam ha pemungutan Pajak bumi dan Bangunan (PBB).
Salah satunya adalah pelayanan melalui 6 hari kerja yang dilakukan hari senin-
sabtu guna memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pgak dalam
mel aporkan pajaknya. Pelayan dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib paak dalam
melaporkan SPPT PBBnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui cara
memperoleh informas dan keelasan tentang PBB bagi masyarakat untuk
mengetahui sistematika pelayanan fiskus terhadap wgjib pgak tentang PBB dan
Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan fiskus dalam mendapatkan
kepercayaan wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpagakannya. Penelitian
ini dilakukan pada bulan Januari 2014 di UPTD Dinas Pendapatan Singosari
Malang, dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara kepada wajib
pajak yang sudah memiliki kewajiban membayar PBB.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan
oleh UPTD Dinas Pendapatan  Singosari dengan  pendekatan
informasi/komunikasi upaya pelayanan dan kepercayaan mempunyai pengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPPT PBB. Hasll
analisis yang dilihat dari segi informasi/komunikasi mempunyai pengaruh
signifikan terhadap kejelasan wajib pagjak dalam pemahaman yang dilakukan
melalui baliho dan internet. Upaya pelayanan 6 hari kerja dan sosialisasi memiliki
pengaruh paling dominan diantara variabel lainnya terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam melaporkan SPPT PBB.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Intensifikasi sudah dilakukan
dengan baik dalam 2 bentuk, yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek
psikologis meliputi: penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan, dan aspek yuridis
meliputi:pelaporan, perhitungan, dan pembayaran. Jika dilihat dari proses
penyuluhan dari aparatur pajak dengan membina masyarakat melalui berbagai
upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui
media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Disarankan
sebaiknya aparat pagak lebih memberikan cara ekstra penyuluhan atau



pembinaan, pelayan tentang Pgak kepada WP, maupun upaya yang dilakukan
fiskus untuk mendapatkan kepercayaan dari WP.

Kata kunci: intensifikasi pemungutan PBB, penyampaian inforfkasiunikasi,
upaya pelayanan, tingkat kepercayaan wajib pajakadap fiskus.
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SUMMARY

Ferta Ayu Aditama, 2014, The Intensification of Land Tax Collection in
Singosari Area (Case Study atUPTD Dinas Pendapatan Singosari Malang),
NilaFirdausi Nuzula, S.Sos., M.Si, PhD, Dr. Sarwono, M.Si, 115 hal + x.

UPTD Dinas Pendapatan Singosdnas done more effort to the best
servicesinterm of Land Tax collection. One of services that doneis only giving
services through 6 days started from Monday until Saturday in order to give
service easier for Taxpayer who want to report their tax. Public Servant is
expected can increase Tax Compliance of Taxpayer when they want to report tax
return of land tax which is called SPPT PBB.

The Purpose of this study is only for understanding on how to get
information clearly about Land Tax for societies and give understanding to
societies on how fiscus services systematically. That but also giving
understanding what kind of effort that done by fiscus to gain trust coming from
Taxpayer in order to obey upon their responsibility.This research was conducted
on January 2014 by observing directly and conducting interview to Taxpayer that
have responsbility to pay Land Tax in UPTD Dinas PendapatarSingosari
Malang.

The result of this research showed that service which is given by UPTD
Dinas Pendapatan Singoswiiith information or communication approach have a
significant influence toward tax compliance in order to report tax return of Land
Tax. Thisanalysis that is seen by information and communication approach has a
significant influence toward understanding of Taxpayer that directed in
advertisement and internet. The effort that done by office in conducting public
services for 6 days and socialization have a dominant influence toward tax
compliance to report Tax Return of Land Tax

The conclusion of this study is that intensification which is done by office
is properly correct in two ways which are psychology aspect and juridical aspect.
Psychology aspect included socialization, service, investigation and juridical
aspect included reporting, calculating and payment. If it would be seen in
socialization process by empowering society trough advertisement in mass media,
it would be better by giving more socialization and empowerment to gain trust
from Taxpayer.

Keyword: intensification of Land Tax Collection,communicat@&nd information
transfer,service .The trust of Taxpayer to fiscus.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembayaran ekonomi di suatu negara tidak dapatl@®erfanpa adanya
penerimaan pajak. Pajak dalam arti secara umunaladaian rakyat yang setiap
tahun disetor ke kas negara. Agar berjalan efgiifhgenaan pajak dilaksanakan
berdasarkan undang-undang, dan rakyat tiada mendsas jasa secara
langsung. Di Indonesia, istilah bagi kantor pemuangajak adalah fiskus.
Sementara, rakyat pembayar pajak disebut wajilkpgjanegara Indonesia ini,
pihak pemungut pajak dibagi menjadi dua, yaitu perteh pusat dan
pemerintah daerah. Di tingkat daerah, pemerintata/kabupaten memungut
beberapa jenis pajak daerah yaitu: (a) pajak @siqib) pajak sarang burung
walet; (c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (d) pgakkir; (e) pajak air tanah;
() pajak hotel; (g) pajak reklame; (h) pajak hidy (i) pajak penerangan jalan;
() pajak mineral bukan logam dan batuan; (k) beelehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB). Sedangkan di tingkat negara, petak pusat memungut
beberapa jenis pajak pusat yaitu: (a) pajak penighagPPh); (b) pajak
pertambahan nilai (PPN); (c) pajak pertambahani ralas barang mewah

(PPnBM); (d) bea  meterai; (e) bea  masuk; (H  cukai.



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yangifaekebendaan
dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan késtdaan objek, yaitu berupa
bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (g&apmp membayar) tidak
ikut menentukan besarnya pajak.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang didaawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalas®ta laut wilayah
Indonesia. Sedangkan definisi bangunan adalah kisstteknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atairgoe Konstruksi ini bisa
berupa: (a) jalan lingkungan yang terletak dalamtisukompleks bangunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan &mnyang merupakan satu
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; éo)t@ll (c) kolam renang; (d)
paga rmewabh; (e) taman mewabh; (f) tempat olahi@jaalangan kapal dermaga;
(h) kilang pipa; (i) fasilitas lain.

Pembayaran PBB dilakukan oleh wajib pajak setidquria wajib pajak
menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya, mergjisat Pemberitahuan Pajak
Terutang, menyetorkan pajak terutangnya dengant Sa&toran Pajak ke bank
persepsi atau kantor pos di wilayah masing-masiag, melaporkan kewajiban
perpajakannya ke unit atau kantor yang ditunjukagabkantor penerimaan kas
pajak.

Setelah fiskus menerima pembayaran PBB dari wagiakp selanjutnya
aparat negara bertugas mengelola hasil pendapatebut. Pengelolaan tersebut
dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek teragatudalam pelaksanaannya

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Menurut :

1. Aspek pertama adalah bahwa, menurut Adam Smith yesgy diperoleh
dari suatu pajak hendaknya secara signifikan dapembiayai
pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pedeyabagi
masyarakat.

2. Aspek kedua, adalah bahwa biaya pengelolaan paalksHebih rendah
dibandingkan pengeluarannya. Musgrave(1989)

3. Aspek ketiga terkait dengan peran pemerintah pdam pengelolaan
pajak. Menurut Niniek L.Gyat (2010) pajak ditujukesebagai alat
stabilisasi perekonomian dan sebagai metode unarkparbaiki distribusi
pendapatan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendap&sngosari
merupakan tempat pembayaran PBB yang terdapattligééen Singosari. UPTD
tersebut merupakan kantor yang menerima pembaydh Selain menerima
pembayaran PBB dari wajib pajak, UPTD tersebut jogaerima pembayaran
pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerath auaderimaan yang diperoleh
dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hamilgahaan milik daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, otalaila pendapatan asli daerah
yang sah. UPTD Dinas Pendapatan Singosari bertngasapai target anggaran
yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabuopktalang. Pencapaian
tersebut dapat terlaksana apabila wajib pajak daasing-masing wilayah
mematuhi kewajiban perpajakannya. Penerimaan pdgak beberapa desa di

wilayah Singosari adalah sebagai berikut :



Tabel 1 Penerimaan Pajak Bumi dan BangunanarBulanuari — Juli 2013 di
Wilayah Singosari

Target Penerimaan Penerimaan| Sisayang | Realisasi
Desa PBB s/d Bulan ini | belum dibayar Anggaran
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (%)

Singosari 2,854,530,998 509,861,563 2,344,669,43%7.86
Lawang 1,676,708,715 273,221,449 1,403,487,2686.30
Karangploso 1,768,635,388 195,440,781 1,573,194,60711.05
Dau 2,057,359,328 251,789,351 1,805,569,97712.24
Jumlah 8,357,234,429 1,230,313,144,126,921,285 14.72

Sumber : Data Realisasi Unit Pelaksana Teknis Da@&BTD) Dinas Pendapatan
Singosari (2013)

Menurut data realisasi anggaran tersebut, dap#tatdibahwa tingkat
kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diatil®mngosari masih belum
mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapahatilidari jumlah realisasi yang
belum mencapai target penerimaan, khususnya tediléecamatan Karangploso
dan Kecamatan Dau dimana prosentase penerimaant&ii 2013 masing-
masing hanya sebesar 11,05% dan 12,24% masih reDithiga, yang membuat
hal tersebut terjadi adalah kurang berperannyangkea desa, rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat desa dalam membayar pajaks tdanya sanksi
administrasi perdata maupun pidana, tidak adanyapkasasi secara langsung,
dan adanya keberatan pengenaan pajak.

Permasalahan tingkat kepatuhan membayar pajaktisgpeg diuraikan
diatas berkaitan dengan tiga teori, diantaranya iatbrmasi dan komunikasi,
teori pelayanan, dan teori kepercayaan. Teori inési dalam masalah ini bisa
dihubungkan dengan rendahnya tingkat kesadarat wajak yang disebabkan
karena kurang berperannya perangkat desa dalanméadberikan informasi

mengenai kewajiban membayar pajak.



Teori pelayanan berhubungan dengan pelayanan ydoegikéin fiskus
terhadap wajib pajak berupa sosialisasi yang merggénda kegiatan yang
dilakukan setiap tahun. Sedangkan teori kepercayaammubungan dengan
kepercayaan yang diberikan fiskus kepada wajibkpagdawa pajak yang dibayar
akan dimanfaatkan untuk pembangunan negara, (UPTiasDPendapatan
Singosari).

Peran fiskus dalam penerapan teori diatas sangadatmg. Fiskus harus
memberikan pengarahan yang tepat pada wajib pajak/nya dengan melakukan
sosialisasi perpajakan ke pedesaan hingga ke parkotlan membuka sistem
pembayaran online. Dengan demikian, wajib pajaknalebih mengerti dan
mengetahui kewajiban perpajakannya. Pengertiandigendiri adalah pegawai
pemerintah yang diberkewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan
pajak dan dikenal sebagai pejapajak.

Apabila ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak dalaah pembayaran
pajaknya, penagihan pajak akan dilakukan oleh #&pafairektorat Jenderal
Pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (&fBR)Surat Ketetapan Pajak
(SKP) sebagai sarana pelunasan pajak terutang. WNameuoyataan di lapangan
masih banyak wajib pajak yang tidak menghiraukas atiterbitkannya Surat
Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tersdika. hal tersebut terjadi,
langkah selanjutnya aparatur perpajakan melakul@maghan secara aktif

dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peamgannya.



B. Perumusan Masalah

Berdasakan latar belakang tersebut maka masalafy gamdentifikasi

adalah:

1.

Bagaimanakah Intensifikasi dilakukan oleh fiskusirsgga wajib pajak
memperoleh informasi dan kejelasan tentang PBB ?

Bagaimanakah pelayanan fiskus terhadap wajib pejdaing PBB ?
Bagaimanakah upaya fiskus untuk mendapatkan keencadari wajib

pajak dalam hal kepatuhan membayar pajak ?

C. Tujuan Penelitan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuaslitipe yang

diidentifikasi adalah:

1.

Untuk mengetahui cara memperoleh informasi dandsge tentang PBB
bagi masyarakat.

Untuk mengetahui sistematika pelayanan fiskus tegmawajib pajak
tentang PBB.

Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan fiskaism mendapatkan

kepercayaan wajib pajak agar patuh terhadap keavepbrpajakannya.

D. Kontribusi Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikantkbusi antara lain:

1. Kontribusi teoritis



(@) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukyang
dapatmenambah wawasan pembaca mengenai sistemmiempdesi
kebijakan pajak dalam hal membangkitkan kepatuhambayaran
pajak.

2. Kontribusi praktis

(a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikasukan bagi UPTD
Singosari di Kabupaten Malang mengenai sistem im@legasi
kebijakan pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

(b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan pértimbangan
bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitilbih lanjut di

bidang yang sama.

E. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan ini dibagi ke dalam beberapa baig y@disusun secara
sistematis dalam urutan sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini diuraikan secara keseluruhan tentang latakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitiasgan sistematika
pembahasan.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini dikemukakan landasan teori yang digunaka&nkumendukung

penulis sehubungan dengan permasalahan yang ditelit



BAB Il : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitimkasi penelitian,
variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, Kekni
pengumpulandata, dan teknik analisis.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dijelaskan secara garis besar goefilisahaan, penyajian

data hasil penelitian, analisis dan interpretasi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan paaslilan saran untuk

penelitian selanjutnya.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Organisasi

Manusia adalah mahluk sosial yang cenderung umtlikp bermasyarakat
serta mengatur dan mengorganisasi kegiataml@am mencapai suatu tujuan.
Namun, karena keterbatasan kemampuosmyebabkammereka tidak mampu
mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama dengawy ¢ein. Haltersebutlah
yang mendasari manusia untuk hidup dalbarorganisasi.Definisi tentang
Organisasi menurut paehli: Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi
adalah kesatuaentity) sosialyang dikoordinasikan secara sadar,dengaralsebu
batasan yangelatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atasdasar yasigtif terus
menerusuntukmencapai suatu tujuan bersama atau sekelotupain.

Kast&Rosenzweigh mengatakan Organisasi adalah stabsiteknik,sub
system structural, sub system pshikososial dan sggbem manajeriadari
lingkungan yang lebih luas dimana ada kumpulang@ang berorenteapiada
tujuan, (1974).

Chester L Barnard (1886-1961) mengatakan bahwanma@s adalah
system kerjasama antara dua orang atau lebih yang-sama memiliki visi dan
misi yang sama.

Teori informasi dan komunikasi, teori pelayananp deori kepercayaan.
Teori informasi adalah ilmu terapan yang berkaitengan jumlah data atau

informasi sehingga data tersebut dapat disimpandidanmkan tanpa kesalahan
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melalui jalur komunikasi. Dalam hal ini, teori imfoasi bisa dikaitkan dengan
rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang didetra karena kurang
berperannya perangkat desa dalam hal memberikammiagi mengenai kewajiban
membayar pajak. Selanjutnya, komunikasi publik rmpakan kewajiban untuk
mengingat sebagian besar kebijakan perpajakan Yyangs dikomunikasikan
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam kodepetikwai pajak. Dalam
proses ini, melibatkan media massa memiliki manigatda, selain bersifat
memberikan informasi, proses komunikasi juga dapahghasilkanfeedback

berupa masukan atau kritik dari media massa dahkpydng dibutuhkan untuk
menyempurnakan kebijakan reformasi perpajakan.r&atielak mudah bagi pers
untuk mendapatkan informasi tentang DJP, pers hangnilih strategi

komunikasi dengan mempertimbangkan keberhasilamrnrdsi yang akan
disampaikan kepada publik untuk mengatasi perdmpsk yang telanjur melekat
dalam pikiran publik sebagai penerima informasi.

Teori pelayanan adalah pemberian layanan untukrkege orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan sagrsesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dildai konteks pembahasan ini,
teori pelayanan berhubungan dengan pelayanan yivegkean fiskus terhadap
wajib pajak berupa sosialisasi yang menjadi agekegiatan yang dilakukan
setiap tahun. Upaya ini dilakukan fiskus untuk rmempgurnakan pelayanan
kepada wajib pajak. Selain itu, aparat pemerinigla nembuat peraturan tentang
pelaksanaamropbox Surat Pemberitahuan dan mobil keliling yang mekapa

bentuk upaya untuk memberikan kemudahan kepada paijak.
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Sedangkan teori kepercayaan adalah kondisi yaragalikan pada situasi
seseorang dan konteks sosial yang menjadikannyagaebumpuan keyakinan.
Dalam hal ini, teori kepercayaan berhubungan dekgpercayaan yang diberikan
fiskus kepada wajib pajak bahwa pajak yang dibakan dimanfaatkan untuk
pembangunan negara. Namun, seperti yang kita ketafaufiskus dan Direktorat
Jendral Pajak (DJP) telah tercoreng akibat kasung yksebabkan oleh Gayus.
Maka wajar jika media massa memberitakan kasuslietsehingga wajib pajak
menjadi ragu untuk membayar pajak, karena merdsd jika uang yang mereka
bayarkan tidak benar-benar masuk ke kas Negaraa Matika terjadi beberapa
kasus dugaan korupsi yang melibatkan pegawai DaPndadia massa kembali
meramaikannya, yang terbentuk kemudian adalah psregasyarakat akan citra

buruk DJP.

1. Efektivitas Organisasi

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangatngedalamteori
organisasi, karena konsep efektivitas mampu mekdregambaramentang
keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaiaaniya. Efektivitas berasal
dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu kefatau akibat yang
dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedninistrasi,1989:149).
Sedangkan menurut Handoko (1993#gktivitasadalah kemampuan untuk
memilih tujuan yang tepat atau peralatan y&sgatuntuk mencapai tujuan

yang telahditetapkan.
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Richard M. Steers mengemukakan bahwa pada dasasergayang

terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan npennatikan secara

serempakiga buah konsep yang saling berhubungan, (198%ai8): Paham

mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai mariuwkuranseberapa jauh

sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan k@rak dicapai.

(a) Perspektif sistematika: tujuan mengikuti suatu alamorganisasi.

(b) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam suswrganisasi:

bagaimana tingkah laku individu dan kelompakhirnya dapat

menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan @gsin(Steers,

1996:26-30).Sondang. P Siagian dalam bukunya Manajemen Modern

(1982:30-33)mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasitdap

diukur dariberbagahal diantaranya:

1)

@)

3)

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dsodkan
supayakaryawandalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran
yang terarah damujuan-tujuan organisasi daptgrcapai.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketdiahwa
strategi adalah “petajalan” yang diikuti dalam melakukan
berbagai upaya dalarmencapaisasaran-sasaran Yyang telah
ditentukan agar para implementer tidaksesatlalam pencapaian
tujuanorganisasi.

Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yandapnan
berkaitandengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang

telah ditetapkan artinya kebijaksanaan harus mampu



13

menjembatani  tujuan-tujuan dengasaha-usaha pelaksanaan
kegiatanoperasional.

(4) Perencanaan yang matang pada hakekatnya berartutoskan
sekarangpa yang akan dikerjakan oleh organisasi dindagan.

(5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yakgniaasih
perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yeef t
sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki
pedoman bertindak ddrekerja.

(6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah irsdilkator
efektivitasorganisasi adalah kemampuan bekerja secara produkti
dengan saranadan prasarana yang tersedia dan mungkin
disediakan olelorganisasi.

(7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanbaikmya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan esfisi
makaorganisastersebut tidakakan mencapai sasarannya, karena
dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada
tujuannya.

(8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifatlidie
mengingatsifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas
menuntuterdapatnyaystem pengawasan dpengendalian.

Sementara itu ada pendapat lain tentang teori panganfaat untuk

menilai suatu organisasi. Adam |. Indrawijaya (1228) mengemukakan

bahwa untuk menilai suatu organisasi ada 3 teow yikemukanyakni:
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(a) Efektivitas organisasi sama dengan prestasi orgsinissecara
keseluruhan, menurut pandangan iniorganisasi dapat diukur
berdasarkan berapdesar keuntungan yang dapat dilihat dari
efisiensinya.

(b) Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkepuasananggota
organisasi.

(c) Efektivitas organisasi mencakup aspek interen asgandanekstern
organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diengan

perubaharkeadaarsekeliling.

2. Pendekatan Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu organisasi digamakendekatan
tujuan seperti yang telah dikemukakan oleh Gibs®884:36) yaitu,
pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengesetfektivitas yang
merupakan pendekatan tertua dan paling luas digumakenurut
pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudk&uk umencapasuatu
tujuan tertentu.Pendekatan tujuan menekankan perasentral dari
pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilaektefitas serta
mempunyapengaruh kuat atas pengembangan teori dan prakiekjemen
dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaanmaelakukannya.

Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalaide&atan teorsistem.
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(a) Pendekatan Teori Sistem.
Teori sistem menekankan pagertahanarelemen dasamasukan
proses pengeluaratan mengadaptagrhadagingkungan yang lebih
luas yang menopang organisasi. Teorimenggambarkan hubungan
organisasi terhadap sistem yang lelbesar, dimana organisasi
menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagiaetu sistem yang
berkaitan dengan sistem yang lebih besaremperkenalkan
pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai mAa®i
mencerminkanhasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan
oleh seseorang, kelompok atau organisasi.Teori sistem juga
menekankan pentingnyampan balik informasi.Teori sistem dapat
disimpulkan: (1) Kriteria efektivitasharus mencerminkan siklus
masukan-proses-keluararbukan keluaranyang sederhana, dan
(2)Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungatarorganisasi
dan lingkungan yang lebih besar dimana organisadierada.Jadi,
efektivitas organisasi adalah konsep dengan caklpsitermasuk
sejumlah konsep komponen.Tugas manajerial adatadnjaga
keseimbangan optimal antara komponenlugiannya.

(b) Pendekatan Multiple Constituency
Pendekatan ini adalah perspekifang menekankan pentingnya
hubungan relatif diantara kepentingeglompokdan individual dalam
suatu organisasi.Dengan pendekatain memungkinkan pentingnya

hubungan relatif diantara kepentingaglompokdan individual dalam
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suatu organisasi.Dengan pendekatan mengkombinasikan tujuan

dan pendekatan sistem gum&mperoletpendekatan yang lebih tepat

bagi efektivitas organisasi Marini dan Hari Lubis (1987:55)

mengungkapkan tigaendekatamengenai efektivitagaitu:

(1) Pendekatan sumber regourceapproach) yakni mengukur
efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya
keberhasilan organisasintuk memperoleh sumber daya, baik
fisik maupun non fisik yangesuadengan kebutuhaorganisasi.

(2) Pendekatan prosesrfcess approagh adalah untuk melihat
sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semuatkeg
prosednternal atau mekanisn@ganisasi.

(3) Pendekatan sasaramgogls approach dimana pusat perhatian
pada output,mengukur keberhasilan organisasi untuk npEica

hasioutput)yang sesuai dengaancana.

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakhwaefektivitas
organisasi merupakan suatu konsep yang mampu mixaber
gambarantentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapa
sasarannya.Seiring dengan hal tersebut Adam | Indrawijaya
(1989:226) mengemukakan pul@hwa untuk menilai efektivitas
suatu organisasi ada3 (tiga) teori yang dikemukakan

(1) Efektivitas organisasi sama dengan prestasi orgsingecara

keseluruhan. Menurut pandangan ini efektivitas iggesi dapat
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diukur berdasarkan berapa besarhasil/keuntungg@ang
didapatkarolehorganisasi tersebut;

(2) Efektivitas organisasi dihubungkan dengéingkat kepuasan
anggota organisasi;

(3) Efektivitas organisasi mencakuaspek intern organisasi dan
ekstern organisasi yaitu kemampuantuk menyesuaikan diri
dengan perubahan keadamkeliling.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwiktieitas adalah
suatukonsep yang dapat dipakai sebagai sarana untukukenigeberhasilan
suatuorganisasi yang dapat diwujudkan dengan mempesdmatitaktor biaya,
tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memparhaésiko dan

keadaaryangdihadapi.

3. Administrasi Perpajakan
Menurut pendapat Sondang P. Siagian, administradalaa

keseluruhan proses kerjasama antara dua orang imamas lebih yang
didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapaan yang lebih
ditentukan sebelumnya, (Filsafat Administrasi, J980enurut pendapat A.
Dunsire dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991)emikkakan kembali
oleh Yeremias T.Keban yaitu bahwa:

“Administrasi adalah  arahan, pemerintahan, kegjatan

implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prins

implementasi  kebijakan, kegiatan  melakukan  analisis

menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusamipangan-
pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individdan
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kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa puldik,sebagai
arena bidang kerja akademik dan teoritis.”

Trecker mengatakan bahwa, administrasi merupakau sproses
yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkaandalangka mencapai
tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan mateglalui koordinasi dan
kerjasama, (1991). Definisi-definisi diatas menkikan beberapa batasan
tentang istilah administrasi. Sedangkan menurutaeldefinisi tersebut
menghilangkan persepsi bahwa administrasi bermaetmgai kegiatan
ketatausahaan yang meliputi pengaturan berkas, ysmb laporan
administratif, dan sebagainya.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh pisar
Lumbantoruan, “administrasi perpajakahax Administratioh ialah cara-
cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan [ag8<). Mengenai
peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangamgamukakan bahwa
administrasi perpajakan diupayakan untuk meredisas peraturan
perpajakan dan penerimaan Negara sebagaimana afiRiist (2008;74).

Pengertian pajak yang efektif adalah iuran rakggiada kas negara
berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaKsakengan tiada
mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipbegdésarkan norma-
norma hukum guna menutup biaya produksi barangiagadan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum.Menurut CarlosSivani (1992),

administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu geasi masalah-masalah:



19

(&) Wajib Pajak yang tidak terdaftaur{registeredtaxpayeys
Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mekdetdan
mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yaelgm
terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yemgangkutan
sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi WajibPd&akambahan
jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meninigatjumlah
penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas fdédr&uikan
terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebsEgab Pajak
padahals ebenarnya potensial untuk itu.

(b) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pembeuda
(SPT).
Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapdak
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disgma
stopfiling taxpayersmisalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak
untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannyaat S
Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang munglimadapi
adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

(c) Penyelundup pajak (tax evaders)
Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Papkgymelaporkan
pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurutrikan perundang-
undangan.
Sejak diterapkannya selfassessmentsyste(wajibpajak dalam

pelaksanaan kewajiban pajaknya diberi kepercayaanulp untuk
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menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkandiri
jumlah pajak terhutangnya). Dalam Undang-undang rpdfakan
Indonesia, peranan positif wajib pajak dalam mererkewajiban
perpajakannya téx compliance menjadi mutlak diperlukan. Namun
demikian konsekuensi bagi Direktorat Jenderal Pagélah bagaimana
melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan darrapanesanksi
perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan yangkilaladalah melalui
mekanisme pemeriksaan pajak.

Keberhasilansistem self assessmenyang memberi kepercayaan
sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, pesitungkan,
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang tegutsangat tergantung dari
kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetapskah Wajib Pajak
melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungdanya bank data

tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahaapaat diperlukan.

4. Reformasi Administrasi Perpajakan

Di Indonesia, Pemerintah sudah melaksanakan kabhijaleformasi
perpajakan. Menurut Gunadi reformasi perpajakanpuildua area, yaitu
reformasi kebijakan pajak taxpolicy) yaitu regulasi atau peraturan
perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan m@dormasi
administrasi perpajakan, (2006). Reformasi adnamst memiliki tujuan
utama untuk memberikan pelayanan kepada masyadakatn memenuhi

kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadmasiian penerimaan
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pajak sehingga ransparansi dan akuntabilitas pwaan sekaligus
pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiapbsesatdiketahui. Yang
ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pakéks pemungutan
pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpuW, pagpada Wajib Pajak,
ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Mengenai reformasi administrasi, GeraldE.Caide®9) $eperti dikutip
oleh Soesilo Zuhar, mengemukakan bahwa reformasirastrasi didefiniskan
sebagalthe artificial inducement of administration trarsimation again
stresistancé Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa likasi: (1)
reformasi administrasi merupakan kegiatan yang aliboleh manusia
(manmadg tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alén(2) reformasi
administrasi merupakan suatu proses, (3) resistergingan dengan proses

reformasi administrasi.

B. Intensifikasi Pemungutan Pajak

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasnggalian penerimaan
pajak terhadap objek serta subjek pajak yang tieladatat atau terdaftar dalam
administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP),dani deasil pelaksanaan
ekstensifikasi Wajib Pajak.

Intensifikasi adalah kepercayaan bagi fiskus, heituk pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Kepercayaan untuk silakukan sebagai respon atas
naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak,wdika bisa membayar sedikit

mengapa harus membayar lebih. Naluri yang padargiya menimbulkan upaya-
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upaya penghindaran pajak, baik melalui celah-ge¢ahturan perpajakan dengan tax
planning, maupun upaya dengan melawan hukum sepenyelundupan dan
penggelapan pajak. Suatu hal yang harus selalunditeoleh fiskus, karena
memang tidak mudah menyadarkan siapapun untukassc&arela memberikan
sebagian hasil jerih payah bekerja untuk membaygakpyang dengan tidak
mendapat imbalan apapun secara langsung.

Menurut ketentuan Dirjen pajak, kebijakan intakasi bertujuan untuk
mencermati seluruh obyek pajak sesuai dengan julydaly sudah ditentukan
ataukah tidak, kebijakan ini dilakukan oleh kanpajak atau tepatnya fiskus
sebagai pelaksana kegiatan penarikan pajak. Faigkan intensifikasi adalah
mengidentifikasi masalah teknis pemungutan pajaknik pemungutan pajak
secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengagdrar cara dan melalui
berbagai media. Secara khusus untuk wajib paja&nter, teknik ini berbentuk
himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan ddnkdra penyidikan apabila
terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan maerigoalkan
penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah téadasebagai Wajib Pajak.
Yang menjadi sasaran adalah orang atau badan ydalg memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengertian dari NPWPetaus adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dadmmméstrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau iident¥ajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.(Pasajka 6 UU KUP)
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1. Kebijakan Pajak

Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintalamda
mewujudkan kebijakan perpajakan ini adalah dengangadakan reformasi
perpajakan (tax reform) Reformasi ini bukan hanya mereformasi
administrasi perpajakan, tetapi harus melakukanormedsi birokrasi
menyeluruh menyangkut aspek penegakan hukum tgrhagarat pajak
(fiskus) yang melakukan praktik tercela, baik p&atsap perhitungan pajak

maupun penyetoran pajakyw.klikpajak.con).

L.P Tampubolon memberikan suatu pengertian tentegigjakan
perpajakan sebagai pelaksana pemungutan pajak shekda Undang-
Undang perpajakan guna membantu atau mewujudkamkgaeiaan
kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan atau mgg#angi keadaan
masyarakat dan negara, (Tampubolon, 1990:13). $§kdan menurut
Musgrave terdapat dua aspek dari kebijakan perpajakaitu, pertama
adalah perumusan dari peraturan pajak, dan kedalahachasalah-masalah
penting yang menyangkut administrasi perpajakaoch@d A, And Peggy B.
Musgrave, 1989. Public Finance In Theory And PeatMcGraw-Hill Book

Company.Hal 35).

2. Pemungutan Pajak
Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yehah
dipungut dalam kurun waktu yang sangat lama, yailam

darijamankerajaan,jaman penjajahan, jaman kemeatek@ngga sampai
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saat ini. Dalam melakukan pemungutan pajak bumilsamgunan (PBB),
pemerintah daerah harus memahami filosofi pemumgiRBB dengan
mempelajari sejarah pengaturan dan praktek pemangeBB, hubungan
antara pemajakan atas tanah dengan kepemilikarh,tgmermasalahan
sosial serta konsekwensi hukum yang timbul karekelwhrkannya produk
hukum pemungutan PBB (seperti Surat Pemberitahugak PTerhutang
(SPPT)). Teori yang termasuk dalam asas pemungpéak menurut
falsafah hukum, yakni:

(a) Teori asuransi
Fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, kareagara
dianggap identik dengan perusahaan asuransi, diinpegak adalah
tertanggung yang wajib membayar premi dalam hgbapak. Negara
yang berhak memungut pajak itu, menurut teori mglindungi
segenap rakyatnya.

(b) Teori kepentingan
Bahwa negara berhak memungut pajak dari pendudukig@na
penduduk negara tersebut mempunyai kepentingand&epagara.
Semakin besar kepentingan penduduk kepada negaka semakin
besar pula perlindungan negara kepadanya.

(c) Teori bakti
Teori ini mengajarkan bahwa penduduk adalah badmam suatu
negara, penduduk terikat pada keberadaan neganagnakga
penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepaegara.

(d) Teori gaya pikul
Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungjakp
pemerintah harus memperhatikan daya pikul daribazgiak.

(e) Teori asas gaya beli
Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak &tdk pada efek atau
akibat pemungutan pajak. Dihampir seluruh neganaupgutan pajak
membawa efek atau akibat yang positif.

() Teori pembangunan
Pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata peguipem
terkandung pengertian tentang masyarakat yang adkmur,
sejahtera lahir bathin, yang jika dirinci lebih jlanakan meliputi
semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonookunt
pendidikan sosial budaya dan seterusnya.
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Asas pemungutan pajak:
(a) Asas yuridis

Asas ini mengemukakan supaya pemungutan pajak datasarkan

pada undang-undang. Untuk Indonesia hal ini sedeiagan 8 kata

yang tercantum dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 ymerQunyi:

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkdangrundang”.

(b) Asas ekonomis
Asas ini menekankan supaya pemungutan pajak jarsgampali
menghalang-halangi produksi dan perkekonomian takya

(c) Asas finansial

Asas ini menekankan supaya biaya-biaya yang dikednauntuk

memungut pajak haruslah jauh lebih rendah daripaddah pajak

yang terpungut.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berdasaidaho. 28
Tahun 2007Peraturan perpajakan tentang KetentuannUoan Tata Cara
Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubatsag terakhir adalah
Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuanrihan Tata Cara
Perpajakan. Perubahan-perubahan yang terjadi mercedari ketentuan-
ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pgitam pajak. Sistem
pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai lberiku

(@ Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdi
kewajiban, dan peran serta Wajib Pajak untuk sedamgsung
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakandypedukan
untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

(b) Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak gaeba
pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada Yajib Pajak

sendiri. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapataksanakan

kegotongroyongan.
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3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian pajak bumi dan bangunBomi adalah permukaan bumi
dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangdalah
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan sedatap pada tanah
dan/atau perairan.

(a) Dasar Hukum
Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah:

(1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahherdkngan
UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Banguna

(2) UUNo.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
denganUU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan.

(3) UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

(4) PPNo.25 tahun 2002 tentang Nilai Jual Kena Pajak.

(5) Keputusan Menteri Keuangan No0.523/KMK.01/1998 tegta
Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagaiarDas
Pengenaan Pajak.

(6) Keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-71/PJ/201ftarig
Petunjuk Teknis Penilaian Individual.

(7) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan MenterinD&lageri
nomor:213/PMK.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tenf&algapan
Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan PRardetan

Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
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Subjek dan objek subjek pajak bumi dan bangunataladaang
pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan, atemiliki objek
pajak berupa tanah dan atau bangunan tersebutligpetau penyewa).
Apabila suatu objek pajak tidak diketahui secalasjesiapa yang akan
menanggung pajaknya maka yang menetapkan subjek galpagai wajib
pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan ditentukan
berdasarkan bukti-bukti:

(1) apakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewg yeengatur?
(2) siapa yang menanggung kewajiban pajaknya?
(3) siapa yang secara nyata mendapat manfaat atagykmiaah dan

bangunan tersebut?

Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan (PBB) ladala
bumi/tanah dan atau bangunan. Bumi adalah permubiaamn dan tubuh
bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunanhaéalastruksi
teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetaga ganah dan/atau
perairan. Yang termasuk pengertian bangunan ad@pgjalan lingkungan
yang terletak dalam suatu kompleks bangunan selpetei, pabrik, dan
emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satatuas dengan
kompleks bangunan tersebut; (b) jalan tol; (c) koleenang; (d) paga
rmewah; (e) taman mewah; (f) tempat olahraga; (@grgan kapal
dermaga; (h) kilang pipa; (i) fasilitas lain. Objpljak yang tidak dikenai

pajak bumi dan bangunan adalah:
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(1) digunakan semata-mata untuk melayani kepentinganmurdi
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan & dapaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoé&mtungan.

(2) digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbAfaig
sejenis dengan itu.

(3) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutaatayi taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai olsh &eanah
negara yang belum dibebani suatu hak.

(4) digunakan oleh perwakilan diplomatik/konsulat beetkan asas
perlakuan timbal balik.

(5) digunakan oleh badan/perwakilan organisasi intésnak yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.

(b) Pengenaan dan Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB)hadalai
Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya nilai jual obpelfak ditetapkan
setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecualukiaerah tertentu
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembaiagaahnya.

Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual obgékpadalah
tiga tahun sekali, namun untuk daerah tertentu kangna perkembangan
pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajakupubesar, maka
penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan magde
pertimbangan Gubernur serta memperhatikan sstisassessmenhilai
jual sebagai dasar pengenaan PBB dikelompokkan agliedua, yaitu
kelompok A dan kelompok B (KMK-523/KMK.04/1998).

Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual peéinya lebih besar
dari ketentuan nilai jual objek pajak, nilai juddjek pajak yang terjadi di
lapangan tersebut digunakan sebagai dasar peng@agn bumi dan

bangunan.
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Yang menjadi dasar penghitungan pajak bumi dan sy
(PBB) adalah Nilai Jual Kena Pajakséessment valpyatau NJKP, yaitu
suatu persentase tertentu dari nilai jual sebemarhdKP ditetapkan
serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%.

Besarnya presentase NJKP ditetapkan dengan Peratura
Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomiomals Wajib
pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutaatiap tahunnya.
PBB harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak gahditerimanya SPPT
oleh wajib pajak. Pembayaran PBB dapat dilakukaraloie bank
persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tdrsatau melalui
ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah dasexta dapat juga
melalui kantor pos.

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak seBaaal 5 UU No.
12 Tahun 1994 sebesar 0,5%. Tarif efektif PBB dd@ld% untuk objek
yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari lyaridan 0,2% untuk
NJOP yang nilainya lebih besar dari sama denganilffam Untuk
menghitung nilai pajak terutang PBB dilakukan dengara mengalikan
tarif efektif dengan nilai jual objek pajak seteldikurangi Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

(c) Proses Penagihan dan Pembayaran PBB
(1) Cara pendaftaran objek pajak
a) Mengambil Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di

KP-PBB/KPP Pratama atau di Kantor Kelurahan.
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b) Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

c) Mengisi SPOP dengan benar dan jelas sesuai deegaais
kondisi objek pajak seperti luas tanah maupun haagunan
serta komponen utama dan pendukung bangunan serta
fasilitas lainnya.

d) Menyerahkan SPOP ke KP-PBB (Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan) atau KPP Pratama tempat di mana
objek pajak berada.

(2) Pembayaran pajak bumi dan bangunan

PBB dapat dibayar di bank persepsi yang beradddPBRB/KPP

Pratama, 160 bank tempat pembayaran secara oafieetisBNI,

bank Mandiri, bank DKI, serta melalui ATM BCA atd&ll di

seluruh Indonesia. Untuk membayar PBB harus metigi&ta

cara yang ada yaitu membawa langsung SPPT PBBSAta®
tahun sebelumnya ke bank yang dapat menerima peamaray

PBB. Bisa juga membayar PBB dengan fasilitas pemaniagy

melalui ATM BCA dan BIll dengan memasukkan Nomor &Xbj

Pajak (NOP) dan tahun pajak. Pembayaran PBB tidgsatd

dicicil atau diangsur. Setelah membayar PBB mihtaianda

bukti telah membayar lunas PBB dari bank berupa

STTS.Pembayaran PBB dilakukan selambat-lambatnial&n

setelah SPPT PBB diterima wajib pajak. Untuk PBBayah

DKI Jakarta ditetapkan paling lambat tanggal 28 #igs setiap
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tahunnya. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapgahs

melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akkenai

sanksi perpajakan berupa denda administrasi.

(3) Hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak

a)

b)

Pengurangan

Jika wajib pajak tidak sanggup/tidak mampu memb&yB
dengan alasan seperti tidak mampu, dan lain sabagai
dapat memohon pengurangan ke KPP Pratama. Surat
permohonan pengurangan pajak disampaikan selambat-
lambatnya 3 bulan sejak diterima SPPT PBB. Jikarda
bulan sejak permohonan pengurangan diterima beldan a
jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap
diterima/dikabulkan. Permohonan pengurangan pajakib
dan bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu
pembayaran atau pelunasan PBB.

Keberatan

Jika menurut wajib pajak ada yang tidak sesuairardata
seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), luas tanah/atau
bangunan pada SPPT yang diterimanya, maka dapat
mengajukan keberatan ke KP-PBB atau KPP Pratanmat Su
pengajuan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang
diterima paling lambat diajukan 3bulan sejak SPHBB P

diterima wajib pajak. KP-PBB/KPP Pratama memilikitdos
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waktu 12 bulan atas keberatan wajib pajak atas SRIAj
diterima. Jika dalam tempo 12 bulan tidak ada jamaiaka
keberatan wajib pajak dianggap diterima/dikabulkan.
Sanksi perpajakan
Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayar& Resuai
dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wagjak
dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesamp@&ulan
maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau tatehda
administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pggig
terutang melewati batas waktu yang terlah ditetap&dalah
dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waRtunari
setelah STP terbit belum ada pembayaran dari wajék, maka
dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengaah b2
(4)Penagihan pajak
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agangeung

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihark pgagan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang tydaig
disita. Dasar penagihan pajak bumi dan bangundatada
a) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

b) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
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c) Surat Tagihan Pajak (STP)
Mekanisme penagihan pajak bumi dan bangunan:

a) Kepala Kantor Pelayanan PBB atau Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama dapat melaksanakan tindakan
penagihan PBB apabila pajak yang terutang sebagaima
tercantum dalam STP PBB tidak atau kurang dibagtaiah
lewat jatuh tempo pembayaran.

b) Penerbitan Surat Teguran (ST) sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segeralsétdiari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

c) Setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya j8imlah
utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilurdeh
penanggung pajak, Kepala KP-PBB atau Kepala KPP
Pratama segera menerbitkan Surat Paksa (SP).

d) Setelah lewat waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa (SP)
diberitahukan kepada penanggung pajak, jumlah utapak
yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh pegang
pajak, Kepala KPP segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

e) Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksana
penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagyzery
masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penangguaigk,
Kepala KPP segera melaksanakan Pengumuman Lelang
(PL).

f) Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuma
lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihag yaasih
harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pafaala
KPP segera melaksanakan penjualan barang sitaan
penanggung pajak melalui kantor lelang.

Dalam hal dilakukan penagihan seketika dan seksligapada

penanggung pajak dapat diterbitkan Surat Pembaatal{SP)
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran tatgua
menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak SThulikan.

(5) Penyitaan
Penyitaan adalah tindakan memaksa wajib pajak untuk
memberikan harta gerak maupun harta tetap wajiékgegpada

juru sita. Tugas juru sita pajak antara lain:
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a) Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan
sekaligus

b) Memberitahukan surat paksa

c) Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak
berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan

d) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perinta
penyanderaan

Kewajiban wajib pajak dalam hal penyitaan antaira la

a) Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasny
dengan memperbolehkan memasuki ruangan, tempaa,usah
tempat tinggal dan memberikan keterangan lisan ptau
tertulis yang diperlukan.

b) Barang yang disita dilarang dipindah tangankan,
dihipotikkan, atau disewakan.

Hak-hak wajib pajak dalam hal penyitaan antara lain

a) Meminta juru sita memperlihatkan tanda pengenal gita
pajak

b) Menerima salinan surat paksa dan salinan beritaaaca
penyitaan

c) Menentukan urutan barang yang akan dilelang

d) Mendapat kesempatan terakhir untuk melunasi utagkp
beserta denda termasuk biaya penyitaan, iklan, bdaya

pembatalan lelang serta melaporkan pelunasan terseb
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kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berstargku

sebelum pelaksanaan lelang.

C. Penelitian Terdahulu

AN

Nama Judul Fokus Penelitian Hasil Peneliti
Abdul Rahman, | Intensifikasi mengetahui Hasil penelitian
Makasar, Pemungutan PajakIntensifikasi menunjukkan
2011 (Universitas | Bumi dan Pemungutan Pajakbahwa telah
Hasanuddin Bangunan (PBB) | Bumi dan terjadi

Fakultas llmu
Sosial dan limu
Politik Jurusan
lImu
Administrasi)

di Kecamatan
Soreang Kota
ParePare

Bangunan (PBB)
di Kecamatan
Soreang Kota
ParePare

peningkatan
kepatuhan wajib
pajak dalam
melakukan
pembayaran.
Namun, tingkat
kepatuhan ini
masih perlu
ditingkatkan
karena
peningkatan
jumlah SPT yang
masuk lebih besar
dibanding dengan
jumlah wajib
pajak yang
melakukan
pembayar.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakeh seorang
peneliti sebagai alat penuntun dalam melakukanuspanilaian terhadap suatu
objek. Metode penelitian merupakan salah satu kEmgkang sangat penting,
karena apabila tidak diperhatikan akan terdapauskesalahan dalam penelitian
data, analisis data serta pengambilan keputusanhatsl penelitian yang telah
dilakukan. Dilihat dari masalah yang diselidiki, kmgpenelitian ini menggunakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mempelajaasalah-masalah dalam
masyarakat serta situasi-situasi, termasuk hubungagiatan-kegiatan,
sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta prosessprgang sedang
berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu ferenada penelitian
ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimputa faetapi tidak

melakukan pengujian hipotesis. (Hasan, 2002: 13-14)

Pengertian lain tentang penelitian deskriptif ygi&nelitian yang berusaha
untuk menemukan pemecahan masalah yang ada selweatagarkan data-data
yang ada, (Narbuko, 2003: 44). Berdasarkan pendapstbut, pada dasarnya
penelitian deskriptif adalah menyajikan data, meagjais dan menginterprestasi.

Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari secdrasiés suatu objek

pada UPTD Dinas Pendapatan Singosari terutamagstgéan pemungutan pajak

bumi dan bangunan (PBB) dan tingkat kepatuhan wagiak dalam membayar

36
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kewajiban perpajakannya yang diterapkan UPTD DiRasdapatan Singosari

guna mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak terhpdggk.

B. Fokus Penelitian
Salah satu faktor penting dalam suatu penelitiaalafid menentukan
variabel penelitian. Variabel penelitian pada dagamdalah objek penelitian atau
segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti udipilajari sehingga diperoleh
informasi tentang hal tersebut yang kemudian uditdik kesimpulannya. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adapenelitian deskriptif.
Penelitian kualitatif mensyaratkan peneliti menyugfokus penelitian. Berikut ini
adalah uraian tentang fokus atau bahasan dalasaruihi.
1. Intensifikasi yang dilakukan fiskus sehingga WP meroleh informasi dan
kejelasan tentang pajak bumi dan bangunan (PBB).
(@) Cara WP memperoleh informasi tentang PBB.
(b) Keefektifan penyampaian informasi tentang PBB.
(c) Pemahaman informasi tentang PBB.
2. Upaya fiskus dalam melayani wajib pajak tentang PBB
(a) Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak.
(b) Respon wajib pajak terhadap pelayanan fiskus.
3. Upaya fiskus dalam mendapatkan kepercayaan wgpak pa
(a) Tingkat kepercayaan wajib pajak kepada fiskus.

(b) Kegiatan penyuluhan pembayaran PBB.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah UPTD Dinas&a&patan Singosari,
yang terletak di Jalan Raya Singosari No. 357 Mglarelp. (0341) 458914.
Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa UPTD tersebemiliki peran yang cukup
besar dalam menerima pemasukan PBB sehingga d&perlppemahaman

mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

D. Sumber Data

Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikaagaelacuan atau
sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat nelipiormasi, angka, maupun
keterangan fakta yang mendukung suatu penelitiatar® penelitian ini sumber
data dibedakan menjadi:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh mep@ngamatan langsung
dan wawancara dari sumbernya, diamati dan dicat@ampa kalinya oleh
peneliti dari UPTD yang menjadi objek penelitiarat®ini diperoleh dari
karyawan UPTD Dinas Pendapatan Singosari yang it@nkalengan
sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan denganntarview, dan
observasi.

2. Datasekunder, merupakan data yang diusahakan ispadgumpulannya
oleh peneliti. Adapun sebagian sumber data sekuadigah pihak intern
perusahaan yang menjadi objek penelitian maupuakpékstern. Data
sekunder ini terdiri dari hasil laporan, gambaramum perusahaan, dan

data-data yang diterbitkan oleh UPTD DINAS PENDARPAT Singosari.
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E. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu kegiatan mengumpulif@nmasi-
informasi berdasarkan fakta atau realita yang derjpada saat penelitian
dilakukan. Dari pengertian tersebut maka dapattadike bahwa pengumpulan
data merupakan salah satu rangkaian penelitian ganigng karena dari kegiatan
inilah dapat diperoleh data-data yang berguna sebatprmasi yang menjadi
dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut. Tekpghgumpulan data yang
digunakan sebagai berikut:
1. Pengamatan atau observasi
Penelitian dilakukan pengamatan secara langsunbadap objek
penelitian yaitu proses sistem dan prosedur dal@mupgutan PBB
kepada wajib pajak, kemudian mencatat apa yandp téiamati untuk
mengetahui secara langsung terjadinya proses sid@mpemungutan
PBB kepada wajib pajak dan mengolah informasi berseuntuk
pemenuhan tujuan penelitian.
2. Wawancara atau interview
Merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleatisudata atau
informasi yang diinginkan dengan cara bertanyadang dengan pihak
responden yang berkaitan dengan objek penelitiaata-Data yang
diperlukan dalam wawancara ini adalah sejarah paas atau gambaran
umum dari UPTD DINAS PENDAPATAN Singosari, struktorganisasi

dan job describtion serta sistem dan prosedur dalam pemungutan PBB.
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3. Dokumentasi
Merupakan salah satu metode atau cara pengumpatandéngan cara
mempelajari dokumen-dokumen, laporan-laporan, datatan-catatan,
pada masa lalu yang berhubungan dengan data yaegudian untuk
diteliti lebih lanjut. Adapun data yang diperolelariddokumentasi ini
adalah gambaran umum perusahaan, struktur organdas sistem

pemungutan PBB.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang anmdingedan strategi
kedudukannya didalam keseluruhan kegiatan penelib@ngan instrumen akan
diperoleh data yang merupakan bahan penting untekjawab permasalahan,
mencari sesuatu yang akan digunakan untuk menagpant dan untuk
membuktikan hipotesis. Dalam penelitian ini insteampenelitian yang digunakan
adalah:

1. Didalam sebuah metode penelitian skripsi, serin@g kiumpai istilah
pedoman observasi. Definisi dari pedoman obsemassendiri adalah
pengamatan baik secara langsung maupun tidak lagggang berada
dilapangan untuk dicatat atau ditulis sebagai babatuk kemudian
dianalisis menggunakan teori dan pengetahuan pienelMencatat proses
sistem dan prosedur pemungutan PBB secara langseibggai bukti

pengamatan.
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2. Pedoman wawancara, merupakan panduan pertanyagrdiggnkan pada
saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak tedad@am masalah
penelitan. Dengan adanya pedoman ini maka pertanyaag diajukan
kepada karyawan UPTD DINAS PENDAPATAN Singosari jadnlebih
terarah dan wawancara yang dilakukan dapat mentigpan.

3. Pedoman dokumentasi, meupakan pedoman mengumpua&tdata
yang diperlukan dan mencatatnya dengan mengguralkérbantu yang
dapat berupa alat tulis yang dipakai peneliti umhgncatat dokumen yang
tersedia. Sehingga dengan adanya instrumen ini npekeeliti dapat
terhindar dari kesalahan terhadap apa yang akamatlia Penulis
mengumpulkan dokumen-dokumen berupa data realisagjgaran,

struktur organisasi, détowchartsistem pemungutan PBB.

G. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mengolah data meaggn lebih memaksa
dalam penyajiannya sehingga bisa memberikan attepganecahan masalah dari
penelitian yang dilakukan. Sedangkan tujuan daralisis data adalah
membatasipenemuan-penemuan data sehingga mengdi cdata yang teratur,
tersusun dan lebih berarti di dalam menerapkaemistan prosedur pemungutan
PBB.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengpendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifanggambarkan sistem dan

prosedur dalam pemungutan PBB pada UPTD DINAS PERB®PAN Singosari.
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Berdasarkan permasalahan yang ada maka langkakalam@lam menganalisis
data penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Cara memperoleh informasi dan kejelasan tentara foajmi dan bangunan
(PBB).
(&) Menganalisis keefektifan penyampaian informasi aegt PBB dari
fiskus kepada wajib pajak.
(b) Menganalisis pemahaman penerimaan informasi tentBB dari
fiskus kepada wajib pajak.
2. Upaya fiskus dalam melayani wajib pajak tentang PBB
(@) Menganalisis pelayanan fiskus terhadap wajib pajak.
(b) Menganalisis respon wajib pajak terhadap pelayay@any diberikan
fiskus.
3. Upaya fiskus dalam mendapatkan kepercayaan wgph pa
(&) Menganalisistingkat kepercayaan wajib pajak kefia#as.
(b) Menganalisis kegiatan penyuluhan pembayaran pajaki bdan

bangunan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Malang merapbagan baru
yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), damah dalamnya
merupakan gabungan darl) Kas Daerah (KASDA); 2) Bagian Perlengkapan; 3)
Bagian Keuangan; 4) Dinas Pendapatan.

Kemudian pada akhir 2007, Badan Pengelola Keuabgarah berubah
nama menjadi DPPKA atau Dinas Pengelolaan Keuamgan Asset. Hingga
sekarang Dinas tersebut memiliki 7 (tujuh) UPTDimei : 1) UPTD Pujon; 2)
UPTD Singosari; 3) Tumpang; 4) UPTD Bululawang{®)TD Turen; 6) UPTD
Kepanjen; 7) UPTD Pagak.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkapdtuhan WP di
UPTD Dinas Pendapatan Singosari. Dinas DPPKA teddir 6 (enam) bidang
yang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Dinas DPPKA emtéain: 1) Bidang
Pendapatan; 2) Bidang Anggaran; 3) Bidang KekaydarBidang Pembukuan
dan Verifikasi; 5) Bidang Investasi; 6) SekretabdPKA.

DPPKA ini terbentuk karena adanya perampingan Igaba
kepemerintahan. Dasar hukum pembentukan DPPKA ladaR 41 th 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuatakukan penataan
Organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupatafangl serta untuk

penguatan kewenangan, dan peningkatan akuntalbtges
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Visi, Misi, dan Logo Perusahaan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AseK@RRemiliki visi yaitu

“Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah”

Visi tersebut diterjemahkan kedalam beberapa yasi :

(a) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM

(b) Meningkatkan prestasi dan pelayanan

(c) Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan

1. Wilayah kerja UPTD Dinas Pendapatan Singosari

UPTD Pendapatan Singosari memiliki wilayah kerjag/aneliputi:

(@)

(b)

(©)

(d)

Kecamatan Singosari meliputi Pagentan, Candi RenBaturetno,
Losari, Gunungrejo, Toyomarto, Klampok, Tamanhakéonosari,
Purwoasri, Dengkol, Randuagung, Tunjungtirto, Langl
Banjararum, Watugede dan Ardimulyo.

Kecamatan Lawang meliputi Bedali, Kalirejo, Lawarfyigading,
Ketandan, Sumberporong, Turirejo, Mulyorejo, Mulgjoa Sidodadi,
Sumberngepuh, Wonorejo dan Sidoluhur.

Kecamatan Dau meliputi Kucur, Landungsari, Mulyaagu
Sumbersekar, Tegalweru, Petungsewu, Karangwidoralijs¢hgo,
Gadingkulon dan Selorejo.

Kecamatan Karangploso meliputi Girimoyo, Tawangardmijo,

Kepuharjo, Ngenep, Donowarih, Ampeldento, Bocek HBagalgondo.
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2. Struktur Organisasi UPTD Dinas Pendapatan Singosatri
Berikut adalah struktur organisasi di UPTD Dinasnd@&patan
Singosari Gambar 1 struktur oganisasi UPTD DinasdReatan Singosari
(2013)Sebagai pimpinan tertinggi, Kepala UPTD DiRasdapatan Singosari
memberikan kewenangan kepada Kepala Tata Usaha )(Kab Petugas
Pelaksana Teknis Operasional Kecamatan (PPTOK).pwdaugas dan
tanggung jawab masing-masing bagian pada strukgianesasi UPTD Dinas
Pendapatan Singosari sebagai berikut :
(a) Kepala UPTD
Kepala UPTD pada tugasnya bertanggung jaab kepejpizsk kantor
pusat dan membawa langsung Kepala TU dan petugeS®Prugas
pokok kepala UPT adalah memimpin, mengawasi, metajdan,
membina dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatarg yearkaitan
dengan upaya peningkatan pendapatan dan kekayaamahda
melakukan verifikasi dan pembukuan pelaksanaan sttiggas
pendapatan daerah, Anggaran, Kekayaan Daerah, ikdsrifdan
Pembukuan serta investasi.
(b) Kepala TU
Kepala Tata Usaha dalam tugasnya bertanggung jee@dda kepala
UPTD. Rincian tugas Kepala TU adalah sebagai beriku
(1) Menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan kemanga
personil, peralatan dan ketatausahaan UPTD sesualas yang

ditetapkan.
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(2) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, personiblapen,
dan ketatausahaan UPTD sesuai yang ditetapkan.

(3) Membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas-tugas
administrasi.

(4) Pengarahan, instruksi kepada PPTOK dalam rangkalisasi
penagihan PBB.

(5) Melakukan sosialisasi setiap 5 bulan sekali.

(6) Penagihan, kunjungan ke rumah WP dan mendorong ik u
membayar tunggakan PBB.

(c) Petugas Pelaksana Teknis Operasional KecamatarOeP T

PPTOK dalam tugasnya bertanggung jawab kepada &epRITD.

PPTOK mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Melakukan pendataan terhadap seluruh potensi patatayang
berada di wilayah kerjanya.

(2) Mengirimkan dan menerima kembali formulir pendaftardan
SPTPD kepada dan dari wajib pajak untuk diterusi@rmiinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melapal&
UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan yase)
terlebih dahulu direkap dan dibukukan dalam bulgister daftar
penyampaian dan penerimaan formulir pendaftararny ysrada
dalam wilayah kerjanya.

(3) Menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lsesert

daftarnya dari Dinas Pendapatan Pengelolaan KenatmyaAset
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sesuai dengan data potensi wilayah kerjanya ungdagpaiakan
kepada masing-masing Wajib Pajak.

(4) Menerima pembayaran atas kewajiban yang terutarig\daib
Pajak untuk disetorkan ke Bank Jatim pada masirngfga
wilayah kerjanya yang terlebih dahulu dibukukan adal
penerimaan sejenis dan dimasukkan dalam buku bboku(
setoran bank).

(5) Membukukan dan melaporkan semua penerimaan ke Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melapal&
UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dam Ase
masing-masing tentang penerimaan dan penyetorag yang
didukung dengan bukti pungutan dan setoran.

(6) Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang belum
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan pergndan
undangan yang berlaku.

(7) Melaporkan semua aktifitas tugas dan tanggung jayakepada
Kepala UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuadgan

Aset di wilayah kerjanya.

3. Bidang Kegiatan
UPTD Dinas Pendapatan Singosari yang berlokasiatinJ Raya
Singosari, Malang bertugas melayani Wajib Pajakamalmelaksanakan

kewajibannya untuk membayar Pendapatan Asli Da@#{D) dan Pajak
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Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan demikian, UPTD BiRendapatan
Singosari mengemban tugas untuk meningkatkan petetagperekonomian

daerah.

4. Kondisi Wajib Pajak PBB Berdasarkan MataPencarian
Berikut ini adalah deskripsi umum wajib pajak PBBwdlayah kerja
UPTD Dinas Pendapatan Singosari berdasarkan mataipan:

Tabel 2Mata Pencaharian Masyarakat Karangploso

No | Nama Desa | Petani Nelayan Pengrajin Buruh B T
angunan
1 | Girimoyo 135 0 0 189 0
2 | Kepuharjo 263 1 19 190 0
3 | Ngenep 2398 0 1 1513 0
4 | Tawangargo 98V 0 6 3113 0
5 | Ampeldento C 0 0 0 0
6 | Ngijo 0 0 0 0 0
7 | Bocek 369 0 5 1939 0
8 | Donowarih 784 0 27 841 0
9 | Tegalgondo 135 0 0 189 0
Jumlah 5071 1 58 7974 0
Lain
No | Nama Desa| Pedagang Peternak PNS ABRI Swasta}Iain
1 | Girimoyo 13 1 86 382 67| 268
2 | Kepuharjo 34 1| 145 33 1676| 403
3 | Ngenep 8 187 21 9 2480| 384
4 | Tawangargo 24 5 25 6 61| 194
5 | Ampeldento G 0 21 83 1889| 806
6 | Ngijo 297 0| 629 83 1889| 1041
7 | Bocek 22 814| 15 3 42| 150
8 | Donowarih 197 32 37 > 414| 647
9 | Tegalgondo 13 1 86 73 67| 664
Jumlah 608 1041| 1065 684 8585| 4557

Sumber: UPTD Dinas Pendapatan Singosari (2013)
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No | Nama Desa Petani| Nelayan Pengrajin  Buruh B BYyrii
angunan
1 | Sumbersekar 1006 0 0 606 147
2 | Kalisongo 818 0 0 225 143
3 | Karangwidoro 575 0 0 624 20
4 | Gadingkulon 429 0 0 240 62
5 | Petungsewu 5383 0 0 450 0
6 | Landungsari 442 0 0 616 749
7 | Mulyoagung 51 0 0 222 703
8 | Tegalweru 1000 0 0 515 49
9 | Selorejo 532 0 0 555 66
10 | Kucur 515 0 0 446 226
Jumlah 5901 0 0 4499 2165
Lain-
No Nama Desa Pedagang Peternak PNS ABRI SwaStaIain
1 | Sumbersekar 28 521| 135 60 473 277
2 | Kalisongo 112 1036 21 14 39 41
3 | Karangwidoro 47 427| 68 8 8 120
4 | Gadingkulon 49 266 10 5 28 38
5 | Petungsewu 24 559 2 2 19 108
6 | Landungsari 382 283| 698 76 147 129
7 | Mulyoagung 1826 60 | 1996 132 749 823
8 | Tegalweru 95 713 2 2 16 9
9 | Selorejo 58 552 8 6 15 19
10 | Kucur 28 1282 49 2 43 36
Jumlah 2644 5699| 2989| 307 1537| 1600

Sumber: UPTD Dinas Pendapatan Singosari (2013)
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No | Nama Desa| Petanii Nelayan Pengrajin Buruh Sl
Bangunan
1 | Wonorejo 13 0 26 537 108
2 | Kel. Kalirejo 107 57 0 356 0
Jumlah 120 57 26 893 108
Lain
No | Nama Desa| Pedagang Peternak PNS ABRI Swasta i
1 | Wonorejo 216 137| 37 13 0| 148
2 | Kel. Kalirejo 117 18| 238 109 3261 0
Jumlah 333 155| 275 122 3261| 148
Sumber : UPTD Dinas Pendapatan Singosari (2013)
Tabel SMata Pencaharian Masyarakat Singosari
No | Nama Desa| Petanii Nelayan Pengrajin Buruh BBuruh
angunan
1 Ardimulyo 0 0 0 233 71
Jumlah 0 0 0 233 71
Lain
No | Nama Desa| Pedagang Peternak PNS ABRI Swast:J_\]ain
1 | Ardimulyo 24 0| 264 702 1042| 44
Jumlah 24 0| 264 702 1042 44

Sumber : UPTD Dinas Pendapatan Singosari (2013)

Dari data keempat tabel diatas, dapat dikatakawd®agtenduduk
wilayah kerja UPTD Dinas Pendapatan Singosari mdshyak yang
memiliki penghasilan yang kurang. Sebadi@sampenduduknya berprofesi
sebagai buruh dan swasta, sehingga hal ini yakgdang menjadi faktor
keterlambatan WPdalam melakukan pembayaran pajak dikarenakan

penghasilan mereka yang relativendahDari data di atas, diperoleh
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gambararbahwa faktokeadaarekonomimasyarakat diduga menjadi salah
satu penyebab kelalaian masyarakat di Wilayah SergaonembayarPBB.
Sebenarnya untuk mengatasi kondisi seperti di pEserintah pusat
telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Suegutisan Menteri
Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 tentang PenguaangBB. Pasal 1
angka 4 SK tersebut menyatakan bahwa dalam kotedtentu Wajib Pajak
dapat mengajukan pengurangan PBB dengan alasamgs#iag WP yang

terbatas.

B. Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Pskologis

Didalam sistem pemungutan pajak, administrasi pakpa berperan aktif
melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayananawasgn dan penerapan
sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban jgdeapa berdasarkan
ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakangsi pengawasan
memegang peranan yang sangat penting dalam perannpajak, karena tanpa
ada dukungan pengawasan dalam kondisi tingkat klepatWajib Pajak masih
rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akaalan dengan baik,
sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewapbgknya dengan tidak
benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektok pidi@ak akantercapai sesuai
anggaran realisasi yang sudah ditentukan pada giassing wilayah.

Oleh karena itu, dalam mengukur intensifikasi peguian pajak bumi

dan bangunanbukan hanya dilihat dari apakah wajib papuldalam
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melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dagihatddari sejauhmana

aparatur pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayatzepemeriksaan.

1. Penyuluhan
Penyuluhan merupakan salah satu tugas aparatlr gegaayang
dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pembimaasyarakat
Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antin
pemberianpenyuluhanpengetahuan perpajakan baik melalui media
massa maupunpenerangadangsung kepada masyarakat. Fakta yang
sering dijumpai, UPTD Dinas Pendapatan Singosdahtenelakukan
upaya penyuluhan pajak baik melalui media elekkranaupunmedia
cetak. Sesuai dengan hasil wawancara dari bebargenan baikdari
aparatur maupun dari Wajib Pajak menyatakan hap ysema bahwa
UPTD Dinas Pendapatan Singosari tetablakukanpenyuluhan tentang
pajak.
Menurut A selaku tenaga kontrak da@tugaskecamatan
Penyuluhan telah dilaksanakan, kami biasamyandatangi
beberapanstansi dardoorto dooruntuk memberikan penyuluhan
tentang pentingnya membayar pajak dalammelaksanakan
kewajiban sebagai WP. Dari kami sendiri selakiag@nkontrak
dan petugaskecamatan, biasanya hanya melakukan penyuluhan
secara umum, maksudnya memberikan penjelasan tentang
pentingnya melaksanakdeewajibansebagai WP dan kami juga
bekerjasama dengan beberapa pegalkacamatan. (Wawancara
paddanggal7 Januari 2014
Selanjutnya menurutB selaku tenaga kontkzwa:Kami lebih
melakukan  penyuluhan  untuk meningkatkan kepatuhan

WajibPajak, disamping itu kami juga memberikambinganatau
semacam himbauan kepada Wajib Pajak yang biasakyskan
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satu bulan sekali,dua minggu sekali,agar WP lelaitulp dan

tepat waktu dalam melaporkan SPT-nya juga dalam membayar

pajak.(Wawancara pad@anggal7 Januari 2014

Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan pemsualypada
UPTD Dinas Pendapatan Singosari telah dilakukanKdcamatan
Singosari. Begitu pula yang dinyatakan oleh belzek&pjib Pajak. Seperti
yang dikatakan oleh C selaku WP bahwa:*Dirumah sagaang pernah
dilakukan penyuluhan oleh pegawai pajak, dan sagihat sudah cukup
baik karena dengan mereka datang ke beberapa Riamhselaku Wajib
Pajak akan lebih sadar akan kewajiban kami membaya
pajak.”(Wawancara pada tanggal 7 Januari 2014).anfighya D
menyatakamahwa:

Yang saya rasakan sejauh ini tentang penyuluhaak pppgawai

pajak tidak pernamendatangsaya untuk melakukan penyuluhan.

Namun jika melihat iklan theberapamedia, pasti sebagian besar

kita sudah selalu melihat ikldayanan tersebutang ditampilkan

di media elektronik, saya pikir ityuga merupakan bentuk

penyuluhan perpajakan, yang tidak selalu harusguoor to door

(Wawancara pada tanggal 7 Januari 2014

Dapat kita lihat dari hasil wawancara diatas peuyah atau
pembinaan merupakasalahfaktor penting dalam menciptakan kesadaran
Wajib Pajak untukmelaksanakankewajiban pajaknya. Seperti yang
dikatakan olehC, denganpenyuluhan Wajib Pajak dapat diingatkan
kembali untuk membayar pajakengantepat waktu dan tentunya tidak
lupa akan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan aktidanya dapat

dilakukan denganpenerangansecara langsung, akan tetapi dengan

memanfaatkan media massa dasdiaelektronik.
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2. Pelayanan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan vpagjak
adalah dengammemberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
Peningkatarkualitaspelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan
kepada wajilpajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan
dalam bidangperpajakan.Paradigma baru yang menempatkan aparat
pemerintah sebagai yang mengatur nedmmanasyaraka (wajib pajak)
harus diutamakan agar dapat meningkatdaerjapelayanarpublik.

UPTD Dinas Pendapatan Singosari selalu melakukabap&n
kualitas layanan, dengan tujuan agar dapat menikeka kepuasan dan
kepatuhan wajibpajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat
dilakukan dengan cargeningkatankualitas dan kemampuan teknis
pegawai dalam bidang perpajakan, mengajukan propepada Kantor
Dinas agar di tempat kerja mereka diberikan fasiliyvang membantu
menunjang kinerja, seperti penambahan komputentepri kursi untuk
tamu, kursi untuk Tenaga Kontrak yang berjumlah @dn perbaikan
lampu disetiap ruangan. Upaya lain seperti perluasbempat
Pelayanan(TP)penggunaaristem informasi dan teknologi untuk dapat
memberikan kemudahadeepadawajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannyaJntuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberideh
aparaturpajak, penulis kemudian mencari tahu dengan mewawancarai

beberapa WajilPajak yang ada di wilayah Singosari.
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Berikut informasi yang penulis dapatkan dari beparaforman.
MenurutE selaku WP menyatakdrahwa:

Secara umum pelayanan pada UPTD Dinas PendapatgaosSi
sudah cukup memuaskan, saya pribadi melihat kalau pegawai
disana itu cukupamahdalam melayani kami selaku Wajib Pajak.
Kalau = masalahpelayanan menurut saya memang harus
dibutuhkan karakter pegawai yamgmah dan murah senyum,
seperti yang ada di bank swasta yang sering kigdg pegawainya
dituntutuntuk murah senyum dan ramah-ramah, sepaftiya di
UPTD juga sebagian ya juga harus seperti itu dalam yaeia
agar kami selalu semangat untuk membayar pajak.@iNecava
padatanggal 8 Januari 2014

Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulardpendaftaran
sampai dengan pembayaran pajak dapat berjalan nidragia dan cukup
memudahkan masyarakat Wajib Pajak. Hal ini diungkapoleh F
bahwa:

Saya merasa prosedur administrasi di Wilayah imiabucukup
mudahdilakukan, kami tidak perlu membutuhkan waktu y&arga
untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak, asalkan syaratsyang
diperlukan sudatdipenuhi, langsundpisa diproses dalam waktu
yang cukup singkat, dan tentunya tidak membuat kita
jenuh.(Wawancarpadatanggal 8 Januari 20)14

Wawancara tambahan kepada G selaku WP, mengatakavab

Pelayanan yang dilakukan oleh petugas Pajak kep#éasangat

baik. Ketika saya datang untuk mendaftar sebagai WP ugpst

disana menyambut dengan ramah, dan nmakxnjelaskan secara
detail tahapan-tahapannya mulai dapengambilan blanko,
Pengisiannya pun dituntun oleh petugesnudiankelengkapan

berkas yang dibutuhkan sampai dibuatkanNy&NP(Wawancara

padatanggal 8 Januari 20)14

Dari pernyataan Wajib Pajak di atas menunjukkan waah
pelayananyang diberikan pada UPTD Dinas Pendapatan Singosat tela

berjalan dengan baik dan sesuai prosdéelayanaryang baik merupakan
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salah satu faktor utama tercapainya peningkataatdbpnWajib Pajak.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwanperaparatupajak
dalam Sistem Pemungutan Pajak adalah memberikaygmeln kepada
Wajib Pajak, dilihat dari kenyataan pada wilayah Singosmhwa
Pemungutalyangdilakukan berjalan dengan intensif karena yaglan
yang diberikan oleh aparatur memberikan dampak positif pada Wajib

Pajak untuknemenuhi kewajibannya.

3. Pemeriksaan

UPTD Dinas Pendapatan Singosari menerapkan peraarks
sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Keputusan MenteaingaaNomor PMK
17/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan P&aReriksaamlidefinisikan
sebagai serangkaian kegiatan untuk mencaengumpulkanmengolah
data dan atau keterangan lainnya untuk ojendkepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuam dalamrangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangaerpajakan.
Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhanepahan
kewajiban perpajakan.

Pada tahun 2013, UPTD Dinas Pendapatan Singosageraghkan
24 orang tenaga kontrak untuk melakukan proses fpkesaan. Dalam hal
Pemeriksaan, sangat penting dilakukan untuk mendugpatuhan
pemenuhankewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atesard

sistemPemungutarhal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan
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terhadapNajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT)umakkan
kelebihanpembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disarapagtau
disampaikarnidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaajuga
dapat dilakukanbila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT)
yang disampaikan ol&"ajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari
masyarakat yangnengetahuikecurangan Wajib Pajak tersebut dalam
memenuhi kewajiban pajaknyamaupun jika terdapat dugaan bahwa
Wajib Pajak telah melakukan tindak pidandiiang perpajakan.

Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pesaank
Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka selanjutnya wdikehnlah
surat ketetaparpajak (SKP).Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam
memenuhi  kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari
pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wa&djakyang tingkat kepatuhannya
tergolong masih rendah, diharapkdengandilakukannya pemeriksaan
dapat memberikan motivasi posiifjar kedepannymenjadi lebih baik
tingkatkepatuhannya.

Dari informasi yang penulis dapatkan di UPTD Siraggsbila
Wajib Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalaamipayar
Pajak,makaakan diberikan sanksi yang akan melibatkan petsgig®! pp
dari Kantor Dinas, untuk melakukan sidak ketempatP Wang
bersangkutan. Namun, sebelum itu dilakukargka dilakukan terlebih

dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terh&@dajb Pajak tersebut.
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Tenaga kontrak di UPTD Singosari Bapak Invan selBlagian
pemeriksapajak menjelaskan pemerikss@nagai berikut:Pemeriksaan
WP terbagi menjadi 3 jenis yaitkorespondenspemeriksaan kantor, dan
pemeriksaan lapangan. Apabila dalpemelitianSPT terdapat kesalahan
tulis dan hitung, makapemeriksa memberitahukan kepada WP
dengansurat. Namun, apaki#ahadaBPT pajak yang diduga diisi dengan
tidak benar atau terdap&esalahanpengisian, penyelesaian dilakukan
dengan cara pemeriksa&antor (officeaudit), yaitu WP diminta untuk
membawa data yang dibutuhkd®e kantor pajak untuk diverifikasi.
Selanjutnya, untuk pemeriksaayang efektif dilakukan pemeriksaan
lapangan yang dilakukan tkmpatkegiatanusaha WP ”(Wawancara pada
tanggal 10 Januari 2014

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pksaan
dilakukansebagai suatu tindakan pelaksanaan hukumpagaturanyang
dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupaktainpemerintah
untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Di daladly Perpajakan
menjelaskan bahwa dalam pengisian SPT Wajib Hegakksmengisinya
dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dapsmeriksaarlembaran
SPT didapatkan kekurangan, maka Wajib Pajak wajtnikumelakukan
pembetulan sesuai dengan yang disampaikanpaeteriksa.

Dalam melakukan pemeriksaan pajak aparat pajaksHzetul-betul
teliti, karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun
pengitungan pajakoleh petugas terjadi  kesalahan, sehingga
kesalahan yang terjadi akdmerdampalpada kurang atau lebihnya

pembayaran pajak oleh Wajib Pajaklenurutselaku Tenaga
Kontrak Pemeriksaan Pajak menyatakaahwa®Untuk masalah
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keganjalan dalam pemeriksaan pengitungan pdjakpi mdihat
jarang terjadi. Namun yang biasa dan sering terjadalah
kesalahardalam pengisian SPT oleh WP, jika hal itu terjadi kami
akan memberikan waktu kepada Wajib Pajak untuk melakuk
pembetulan terhadap kesalahan tersebut, dan memberikan
penjelasan lagi, jika WP masih belum faham tentpeggisian
SPT.(Wawancarpadatanggal 10 Januari 2014
Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi SPT dan mekakuk
pembayaranPajak juga sangat bergantung dari kinerja aparéinda
melakukan tugasanfungsinya. Dalam hal ini petugas dalam melakukan
pemeriksaalkepadaNajib Pajak harus melakukan pendekatan agar Wajib
Pajak menjadiebih patuh dalam menjalankangasnyavienurutl sebagai
WP bahwa:
Yang saya lihat dan saya rasakan, di Kecamatan &ag ini
petugasnya sebagian besamah- ramah termasuk juga dari
petugas pemeriksa pajak. Sal@ammengisi SPT dibimbing oleh
pegawai pajak disana, sampai benar-benar selasabehar. Dan
dalam memberikan penjelasan terhadap kesalahan kami merek
cukup sabar darelatendalam memberikan penjelasan kepada
saya. (Wawancara patinggall0 Januari 2014
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pstpg@kdalam
melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak telakukln dengaraik,
karena dapat dilihat dari petikan wawancara diadanya kepuasan dari
Wajib Pajakterhadap kinerja aparat pajak. Dengan adanya kengyang
baik dariaparatpajak dan Wajib Pajak akan memberikan dampak iposit
terhadappenerimaan pajak.

Di dalam KUP dijelaskan jangka waktu dalam pemeaakspajak,

dan jangka waktu pemeriksaan pajak dilakukan berdasarjenis
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pemeriksaannya. Dari wawancara kepadkh satu petugas pemeriksa
pajakHmenjelaskahahwa:

Jangka waktu pemeriksaan kantor dilaksanakan datmgka

waktu 4 (empat)minggu dan dapat diperpanjang selama 6 (enam)

minggu dan untukenis pemeriksaan lapangan, jenis ini terbagi
menjadi dua yaitu pemeriksaatapangan sederhana yang
dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dagiperpanjang
menjadi paling lama 2 (dua) bulan sedangkan peiseaik
lapanganengkapdilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan

dan dapat diperpanjangdalam jangka waktu paling lama 8

(delapan)ulan (Wawancara padanggall0 Januari 2014

Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkeka
dapat ditarikkesimpulan bahwa aparat pajak dalam menjalankasiyg
sebagai pemerikssudahcukup baik, dan hal ini menjadikan pemungutan
berjalan dengaimtensifkarena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam
melakukan pemeriksaakan menimbulkan kepatuhan wajib pajak yang
meningkat.

Dilihat dari segi proses, pelaksanaan pemungute® dBVilayah
Singosari telah berjalan dengan baik. Hal ini batlidari penyuluhan yang
telah dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa WajibkPaglain itu
jugadipasangklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak sagair
membayapajak.Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak jugagu
puas terhadapkinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses
pemeriksaan, dimandingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan

pemeriksaan sudah cukup baikungsi dari aparatur pajak dalam

memberikan penyuluhan, pelayanan, gemeriksaarmerupakan suatu
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proses yang berkaitan satu sama lain, terutalalam hubungannya

dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak &kavajiban pajaknya.

C. Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari Aspek Yuridis

Reformasi perpajakan telah menjadi avp@rubahanterhadap sistem
pemungutan pajak yang diterapkan di IndoneSejak diberlakukannyaSelf
Assessmerdalam Undang-Undang Perpajakialonesiaperanan positif Wajib
Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibparpajakannyamenjadi semakin
mutlak diperlukan. Agar sistenSelf Assessmenberjalan secara efektif,
keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum marupak yang paling
penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan medihatpaisejauh
mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksamledwajibannya.

Dilihat dari jumlah wajib pajak yang ada di Wilay&migosari dengan
jumlah 76.400 wajib pajak, dan dilihat dari jumlarajib pajak yang telah
menyerahkan SPPT 1.707 jiwa, maka dapat dikatalilkEmdhal ini. Bahwa wajib
pajak di Wilayah Singosari belum memenuhi kewajilj@ajak objektif dan
subjektif sesuai dengan peraturan yang sudah diatur

Dalam pasal 2 ayat (5) dimana tata cara pendaftdas pengukuhan
termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/@encabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur denganbatdasarkarPeraturan
Menteri Keuangan. Sesuai dengan pasal tersebutipé&emudian mencatiahu

bagaimana prosedur pendaftaran yang diterapkan pH®P Pratamagan
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berikut penuturanl sebagai salah satu petugasktkolpada UPTD Dinas

Pendapatan Singosari yang menyatabamwa:

Prosedur pendaftaran yang diterapkan di UPTD DiRa&hdapatan
Singosaridilakukan dengan cara, Pemilik Tanah atau bangunan yang
ingin mendaftarkan dirinya sebagai WP datang menghadagdiéirah,
setelah itu lurah memberikan saran kepada WP udatang k&antor
pajak untuk mengambil blanko dan membawanya kenkieakiantorurah
untuk diisi sesuai keadaan lapangan berdasarkasrmaki dari WP
tersebut. Kemudian setelah itu melampirkan syarat-syarat ys&gigh
ditentukansetelah syarat-syarat telah terpenuhi kemudian dikaratkan
NPWP. (Wawancara pada tanggal 10 Januari 2014

Berikut gambar alur Pendaftaran Wajib Pajak

Pemilik
Tanah/Bangun

-

A 4

Kantor Lurah

KPP (Ambil Blanko) ]

\

Pengisian
Blanko

Melengkapi

Syarat-syarat

Pembuatan
NPWP

Gambar 2 Alur pendaftaran Wajib Pajak

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah seorangbVWajak bahwa:

“Saya rasa prosedur pendaftaran Wajib Pajak yaegagkan di UPTD Dinas

Pendapatan Singosami sangat mudah, dimana kami harus mengisi blanko

pendaftarandan melengkapi syarat-syarat yang telditentukan.” (Wawancara

pada tanggal 11 Januari 2014
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Dari penuturan kedua informan diatas dapat dikatélednwapendaftaran
untuk menjadi seorang Wajib Pajak memang cukwglah,sederhana dan tidak
berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan yang dihaeap#ari reformasi administrasi
perpajakan yang menginginkan terciptangalayananyang memudahkan
masyarakat.

Pemungutan pajak dikatakan intensifjika tingkabdtehan WajibPajak
semakin baik, dan salah satu indikator peningk&epatuhan WajibPajak
adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaitalkinya sebagaivajib
Pajak. Untuk mengetahui apakah terjadi peningk@iarlah wajib pajakyang
mendaftarkan dirinya, penulis menanyakan sejauhanpamingkatan jumlaidvP
yang melakukan pendaftaran setiap tahunnya. Dakubgawaban darbeberapa
informanPetugas tenaga kontrak H UPTD Dinas Pendapatan o&ang
menyatakarmahwa:

Ya itu sudah jelas, peningkatan jumlah WP karerjadmyamutasitanah,

yang awalnya satu lokasi ada dua atau tiga oxemygy membeli maka

lahirlah objek pajak yang baru. Menurmpéngamatan yang teldtami
lakukan, telah terjadi peningkatan jumlah pendadtgtrap tahunnyajan
kami melihat kesadaran masyarakat sudah cukup baglsm hal

ini.(Wawancara pada tanggal 11 Januari 2014

1. Pelaporan SPT

Berikut ini adalah pelayanan yang diberikan UPTDd3i Pendapatan
Singosari sesuai dengan tahap-tahap membayar PBEamDUndang-
undang Nomor 28 Tahun 2007 pasall dijelaskamhwa Surat

Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajgkindkan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajpk pajakdan/atau
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bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajibanasetengarketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.SedangkarP&mberitahuan
Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tadjak ptau bagiatahun
pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surabgsgahuan untuk
suatutahun pajak atau bagian tahpajak.Pasal 3 ayat (1) menyatakan
bahwa:

Setiap Wajib Pajak wajimengisiSurat Pemberitahuan dengan benar,

lengkap, dan jelas, dalam bahds@lonesiadengan menggunakan

huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiaan
menandatangani serta menyampaikannya kekantor ktDrigd

JenderalPajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau

tempat lain yanglitetapkaroleh Direktur Jenderd&tajak.

Untuk mengetahui apakah pelaporan dan pengisian &#ah
dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis mpekan hal
tersebutkepada petugas pajak yang bertugas khusus di UPTD Dinas
Pendapatan SingosariBerikut penuturan dari beberapanforman
mengenai asil wawancara kepada Wajib Pajak, K selskB mengatakan
bahwa: ‘Secara pribadi, untuk masalah pengisian dan médap@PTyang
diberikan oleh petugas, saya sudah bisa mengislirsdrarena sudah
terbiasa diajarkan dan dituntun oleh pegawai disBxaa saya juga sudah
biasa magisinya sesuai dengan ketentuan®. (Wawancara &rdglanuari

2014.

L juga mengatakan bahwa: Selama sudah di lakukayupgéhan oleh
petugas pajak, dan himbauan untuk membayar pajsdt t@aktu.
Saya yang dulu seringterlambat melaporkan atau amepgikan SPT
yang sudah diberi oleh petugas pajak, sekarang galyadi sudah
jarang terlambat walaupun hanya beberapa kali.iHaaya lakukan
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agar saya tidak dikenakan sanksi atas keterlamlsztga jika telat
membayar pajak. (Wawancara tanggal 12 Januari 2014)

M selaku tenaga kontrak Karangploso menyatakan @aBejauh ini
yang kami lihat dari SPT yang masuk sebagian bésgib Pajak
telah melakukan pengisian SPT sesuai dengan kategting berlaku,
dan jika kemudian terjadi keganjalan maka kami ak@mberikan
surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk melakukianifikasi
terhadap kesalahan yang dilakukan.(Wawancara padggal 12
Januari 2014)

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mbajikaaditemukan kesalahan
dalam hal pengisian SPT maka Wajtajak kemudian diminta untuk
memberikan surat permintaan penjelasdas kesalahan pengisian yang
dilakukan oleh Wajib Pajak. Beliau menjelaskiaahwasesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Perpajakan bahwa Ketataparpajak adalah
surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pl&jalng Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat &mat PajakNihil,
atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Dari kgigé Surat Ketetapan
Pajakini petugas pajak dalam hal idiccount Representativ@melakukan
penelitian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pagiq

kemudian Account Representativgang akan menentukan batas waktu

pelaporan permintaan penjelasan ofajib Pajak.

2. Penghitungan Pajak
Kemampuan Wajib Pajak untuk dapat menghitung kd®aaji
pajaknya akan sangat membantu aparat pajak dalam memparlanca

prosespemungutanpajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan
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Wajib Pajakdalam menghitung kewajiban pajaknya, berikut beberapa
hasil wawancara yang penulis dapatkdenganbeberapa aparatur
pajak:
MenurutH menyatakanbahwa: Sejauh ini yang kami lihat, ke
mampuan Wajib Pajak dalaimmelakukan penghitungan pajaknya
sudah cukup bagus. Hal ini sesuai deng@sil pelaporan Surat
Setoran Pajak yang kami terima, bahwa WP sudakup bagus
dalam masalah ini. (Wawancara pada tanggal 12 g2
Selanjutnya menurut Ibu Nora selaku \WfngatakanSaat ini saya
sudah bisa menghitung sendiri pajak saya,taipantuoleh petugas.
Karena dulu waktu ada petugas yang datamgrkah,saya diajarkan
cara menghitungnya.Dan Puji Tuhan, sekarasglama saya
menghitung sendiri kewajiban pajak saya, sudamgaadapetugas
yang datang membawa kembali SPT yang telah sayar. set
(Wawancaralanggal 12 Januari 2014
Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa kemamyMaiib Pajak
dalam melakukan penghitungan kewajiban pajaknya sudatlugusaik.
Denganpemahaman yang lebih baik olehWajib Pajak, maka akangat
membantwaparatur pajak dalam memperlancar proses pemungptgak.
Selainitu, dengan pemahaman yang lebih baik tujuan pemungag
intensifakantercapai karena Wajib Pajak akan menghitung seselrérapa
besar kewajiban pajaknya sehingga kecil kemungkinan  terjadinya
pembebanan pajak yatmpk sesuai dengan penghasilan masyarakat Wajib

Pajak.

3. Pembayaran Pajak
Proses alur pembayaran pajak memiliki runtutan ysmndah diatur
dalam pasal 19 UWPerpajakarNo. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1)

berbunyi sebagai berikutMenteri Keuangan menentukan tanggal jatuh
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tempo pembayaran dan penyetogmajak yang terutang untuk suatu saat
atau Masa Pajak bagi masing-masing jgragak, paling lama 15 (lima
belas) hari setelah saat terutangnya pajaklseakhirnyaviasaPajak.”

Selain itu juga diatur ketentuan apabila W dpajak melakukan
pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikemdisisadministrasi
berupabunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yangmihatari tanggal
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dgmba
dari bulandihitung penuh 1 (satu) bulan (UU No.28 Tahun 2007 pasal 9
ayat (2a). Dari penelitian yang penulis dapatkan, bakMR di Wilayah
Singosari sebagian sudah melaksanakan pembayatapeatyetoran pajak
sesuai dengan peraturan yang ada. Jika dilihasdgrikinerja aparat pajak,
sudah membuahkan hasil, meskipun masih ada seb@&ftagang belum
melakukan pembayaran. Hal ini pasti bisa diperbsaikit demi sedikit,
dari usaha masing-masing aparatur pajak, demipeimga negara yang
tertib akan pajak.

Hasil wawancara dengan N selaku WSampai saat ini untuk
masalah pembayaran pajak, saya merasa sudah gdakhperlambat
karena saya sendiri yang menghitung kewajiban s&gaudian
melaporkannyakepetugas pajak atau membawanya langsung kekantor
kecamatan, kalaupurdak sempat kekantor pajak.“(Wawancara 12 Januari
2014

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis deBgpak Invan

selaku Tenaga Kontrak PBB Dinas Pendapatan Singopanulis
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memperoleh keterangan bahwa jenis sanksi yangsdifeikan di wilayah
ini adalahsanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% partiatapokok
pajak terutangyang penagihan pajaknya berdasarkan Surat Pentherita
Pajak Terutang (SPPT) bukan berdasarkan Surat dfetetPajak (SKP).
Alasan pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pdpik $&gera
membayarkewajibannya sehingga target anggaran yang bedasaPBB
dapattercapaidan terciptanya tertib administrasi dibidang ppigen

Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, abeljuga
memaparkamproses pelaksanaan sankaitu:

(a) Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungak pagkat
Desa (kepala desa/RT) kepada wajib pajak, wajib pajatkakii
melaksanakan kewajibannya yaitu membayar PBB-nya dalam
toleransi waktu yandiberikan(6 bulan).

(b) Setelah itu petugas pemungut pajak tingkat degaal&edesalibantu
RT) akan memberitahukan bahwa wajib pajak dimakbetlm
memenuhi kewajibannya yaitu membayar PBB dalam wvaking
telah ditentukan.

(c) Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sarddninistrasi
berupabungasebesar 2% perbulan dari pokok pajak yandudni
setelah lewat masa toleransi pembayaran PBB (6 bulan) dan
pembayaran dilakukadi Bank Jatim Unit Kota atau dapat dititipkan
kepada Tenaga Kontrak pemungut pajak lalupamong desa

membayarkannya ke Bank Jatim Unit Kota beseaiaganyaBerikut
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ini penulis juga dijelaskan contoh penghitungan BBBg terlambat
bayar dartelah dikenakan sanksi administrasi berupa bunbasse

2% perbulardari pokok pajakerhutang.

Dari pembahasan diatas, penulis mendapatkan satotohco
pembayaran SPPT tahun 2012 milik bapak suroto, kiterialur
perhitungannya. Diterima pada tanggal 1 Maret 2@Ehgan pajak
terhutang sebesar Rp.200.000,00 (Duaratus ribualmipiSesuaidengan
ketentuan UU jatuh tempo pembayaran PBB terselalalad (enambulan
setelah SPPT diterima yaitu tanggal 31 Agustus 2DB%am contoh kasus
ini wajib pajak baru membayar pada tanggal 22 Oktol#22 jadi
terlambat sebulan 20 (duapuluh) hari maka dihitung menjadbuan.
besarnya denda yang dikenakan adalah  2x2%xRp.200.000,00
=Rp.8000,0Qladi pajak yang harus dibayar adalah RP.200.000,00
+Rp.8000,00 Rp.208.000.00.

Dari ketentuan diatas penulis kemudian menanyalekadn \Wajib
Pajak di Wilayah Singosari ini telah melakukan pegavan atau
penyetoranpajak dengan tepat waktu. Berikut beberapa wawandari
beberapa informan.

Menurut N yang menyatakdrahwaPada umumnya WP sudah tepat

waktu dalam melakukan pembayaran pajak, walupun sebenarnya

masih sering kita jumpai, sebagikecil diantaranya yang melakukan
pembayaran setelah jatuh temjioa kemudian terjadi penyetoran

setelah jatuh tempo biasanya aldikenaisanksi sesuai dengan UU
Perpajakan.(Wawancara pada tanggal 12 Januar) 2014
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Kemudian X menyatakarbahwaSebagian besar yang saya

ketahui Wajib pajak telah melakukan pembayaranttegktu,

kami melihat Wajib Pajak sudah mulai sadar dalanmeraihi

kewajiban pajaknya. Bisa dikatakan bahwa terjadi perubaharg ya

positif dari Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat waktu

dan sesuai dengan kewajibannya. (Wawancara padggal 13

Januari 2011

Selain menanyakan tentang mekanisme pembayaran idiyal
Singosari, penulis juga menanyakan mengenaekanismepemungutan
PBB yang dilakukan di Wilayah Singosatri ini.

Hasil wawancara yang didapat dariZ:Untuk masalah mekanism

pemungutan pajak yang kami lakukan Wilayah Singosariini,

tenaga kontrak dari UPTD Dinas Pendapatan Singgsang turun

tanganlangsung ke kecamatan, namun bekerja sama denddbDA&RE

khususnya petugas kelurahan dan kecamatan untuk kemudian

mendatangi masingmasing rumah WP untuk menagih atau

melakukan pemungutgmajak yang harus dilunasi. (Wawancara pada

tanggall3 Januari 2004

Dari kedua informan diatas, sebagian besar WajipkPali
Wilayah Singosartelah melakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai
dengan ketentuan pada p&sayat (2a), bahwa jika Wajib Pajak
melakukan pembayaran setelah jatempo maka akan dikenai sanksi
administrasi. Dari beberapa wawancara yang perddigatkan,jelas
bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di Wilayah Simgtetah berjalan
dengan baik, karena sebagian besar Wajib Pajakh telalakukan
pembayaran dengan tepedktu.
Setelah mengetahui Wajib Pajak sudah mulai sadan ak

kewajiban pajaknya, perlu untuk diketahui seberapa besarngkatan

kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran setelah

dilakukannya prosesintensifikasi pemungutan. Penulis kemudian
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mencoba mencaritahu hal terseli@nganmenanyakan kepada petugas
tenaga kontrak, berikut beberapa hasiawancara mnurutHyang
menyatakarbahwa:

Jika membahas masalah kepatuhan, kita akan mennmig&adiWP
terdaftar, SPT yang masuk, dengan pembayaran pgkak,kita
melihat hal ini sebenarnya WP terdaftar dibandingkengan SPT
yang masuk masih belum terjadi keseimbangan karena \Afaftar
lebih besar dibandingkan dengan SPT yang masuk, begituSRiT
yang masuk dengan jumlah pembayar pajak masih belenadi
keseimbangan. Akan tetapi untuk peningkatan ségilapnnyasudah
cukup bagus dan kami melihat setiap tahunnya ferjad
peningkatari\Wawancara pada tanggal 13 Januari 2014

Kemudian menurutLadalah sebagai berldatuk melihat lebih
jelasnya masalah peningkatan kepatuhan Wajib PdjakVilayah
Singosari ini, dalam hal melakukan pembayaran. Harus lebih
diketahui olehbagian datadaformasi dan seksi waskon yang
mengurusi masalah kepatuhanWajib Pajak. Namun kang lihat
selamaini, telah terjadi peningkatan yang cukugk logituk masalah
kepatuhan pembayaran.(Wawancara pada tanggal 4drddan14
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D. Proses Intensifikasi yang Dilakukan oleh Fiskus

Gambar 3 Proses pemberian kepercayaan kepada Wéeaprpembayaran PBB
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Berdasarkan gambar proses pemberian kepercayaad&®&pP terhadap
pembayaran PBB, dapat diketahui proses yang tetdiii Informasi, pelayanan,
dan kepercayaan. Informasi yang diberikan oleh UPDDas Pendapatan
Singosari berupa: Baliho, internet, dan sosialisBemberian informasi melalui
baliho sudah dilakukan di UPTD Dinas Pendapatagdsiari disetiap kecamatan.
Salah satu contoh baliho yang sudah terpasang tiy®¥i Singosari, seperti

gambar dibawah ini.

Gambar 4 Baliho di Kecamatan Singosari

Dengan dipasangnya baliho tersebut disetiap UPTCK@gamatan. Tidak
semua warga dapat mengetahui informasi yang adbalidio. Karena dari data
mata pencaharian yang sudah ada, sebagian beshrdp&nWilayah Singosari
adalah sebagai buruh dan swasta. Sehingga inforyaag diberikan melalui
baliho tersebut kurang efektif. Seharusnya pemasanmplino tidak hanya di
UPTD dan di Kecamatan. Melainkan juga dipasangedipat-tempat strategis

yang bisa dilihat oleh masyarakat. Misalkan: Ppsabelanjaan, dan jalan umum.
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Dengan demikian informasi dari baliho sedikit desadikit diketahui oleh
masyarakat.

Sedangkan pemberian informasi selain dengan balfaéni dengan
internet. Pemberian informasi melalui internet siramasih sangat kurang
diperlukan. Hal ini dikarenakan masyarakat masifakg memahami penggunaan
internet. Sebagian besar masyarakat bekerja mudgi pingga sore, yang
pekerjaannya dilapangan tanpa menyentuh tekhnologintohnya: Buruh.
Sehingga masyarakat kurang memahami perkembankjamotegi dan informasi
terbaru dari pegawai pajak. Dengan demikian, peiabenformasi dirasa tidak
efektif.

Dalam hal ini UPTD Dinas Pendapatan Singosari jugdakukan upaya
pelayanan pajak dengan cara sosialisasi langsupgdkeWP. Sosialisasi dari
desa ke desa dilakukan dalam kurun waktu 5 buldaliseKegiatan yang
dilakukan dalam sosialisasi adalah dalam bentukbpeisn pemahaman terkait
dengan PBB. Untuk menarik masyarakat datang daleamaasosialisasi ini,
pegawai pajak juga memberikan hadialor prize mengadakan bazar,
mengundang grup musik, dan lain sebagainya. Bergambar salah satu

sosialisasi yang telah dilakukan:
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Gambar 5 Sosialisasi dan bimbingan teknis, di KedamSukun

Antusias masyarakat yang mengikuti sosialisasicukup tinggi, dan
informasi dari pegawai pajak yang ingin disampaiklapat disampaikan dengan
baik. Pelaksanaan sosialisasi, dilakukan padahsaatibur sabtu dan minggu di
siang hari. Berdasarkan 3 cara pemberian inforrpasia proses pemberian
kepercayaan kepada WP terhadap pembayaran PBBpgéing efektif dilakukan
adalah dengan cara sosialisasi. Karena antusiagam&at yang tinggi dan
informasi dapat tersampaikan dengan baik.

Proses kedua setelah informasi adalah pelayanarg yaeliputi:
peningkatan kualitas dan kemampuan teknis peggueabaikan infrastruktur,
door to door dan 6 hari kerja. Sebelum tenaga kontrak melakuy&ayanan
kepada WP, tenaga kontrak harus berkualitas danilitkiekemampuan teknis
dalam bidang perpajakan. Bentuk peningkatan ksabtan kemampuan teknis
yang telah dilakukan yaitu dengan cara pemberiamingg dan pelatihan-
pelatihan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menirigka kemampuan perpajakan
bagi tenaga kontrak. Sehingga saat di lapangagaekantrak dapat melayani WP

dengan baik dan benar, Sehingga kendala yang gihselaakin kecil.
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Kualitas pelayanan dapat meningkat dengan perbareastruktur yang
diupayakan tenaga kontrak untuk meningkatkan keayam WP saat membayar
PBB. Misalnya: perluasan tempat pembayaran (TRPiggenaan sistem informasi
dan teknologi. Maksud dari perluasan tempat penrbaydTP) ini adalah
memperbesar UPTD Dinas Pendapatan Singosari, detogaen memberikan
kenyamanan kepada WP pada saat proses pembayaarSBgerti menambah
jumlah kursi untuk WP yang mengantri membayar. &&dmn infrastruktur dalam
hal ini, Sebaiknya tidak hanya di upayakan untukTDPDinas Pendapatan
Singosari, Melainkan juga di 4 Kecamatan (Singosddau, Lawang,
Karangploso). Contohnya: pelayanan drop box yanm didetiap Kecamatan,
mobil keliling khusus pelayanan PBB. Upaya lain gaelah dilakukan oleh
UPTD Dinas Pendapatan Singosari adalah penggunatemsinformasi dan
teknologi. UPTD Dinas Pendapatan Singosari telamgmeayakan pengadaan
penambahan jumlah komputer, jumlah printer, dan gsamgan wifi. Hal ini
dilakukan untuk dapat memberikan kemudahan kepad@agta kontrak dan WP
dalam mempermudah kegiatan perpajakan. Namun Rarbanfrastruktur ini
masih dalam proses upaya yang dilakukan oleh UPTiBasdD Pendapatan
Singosari.

Pelayanan melaludoor to door merupakan pelayanan yang dilakukan
dengan cara mendatangi satu persatu rumah WP. nBasinaga kontrak
menemui WP pada hari kerja yaitu senin hingga jufkiaksud dari pelayanan
melaluidoor to doorini adalah, untuk menagih WP yang belum membajs P

tepat waktu.
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Pelayanan melaluloor to doorini masih ada beberapa kendala, seperti:
WP susah untuk ditemui dirumah masing-masing, lkaM tersebut sedang
bekerja. Selain hal tersebut, kendala yang tegadlah WP marah-marah dan
enggan membayar pajak, karena tingginya tunggagk perutang dari WP. Hal
tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakatltgy kewajiban PBB nya
masih rendah.

Berdasarkan permasalahan WP sulit untuk ditemua e kerja. UPTD
Dinas Pendapatan Singosari mempunyai cara lainatkengenerima pelayanan
selama 6 hari kerja senin hingga sabtu. Pada bhbtusmasyarakat yang libur
bekerja bisa membayar PBB pada UPTD Dinas Pendafatgosari. Dalam hal
ini, antusias masyarakat yang membayar PBB padadiatu cukup banyak. Jadi,
dengan cara pelayanan 6 hari kerja lebih efektiidilingkan dengan pelayanan
melaluidoor to door Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yangmwhayar
pada hari sabtu, dibandingkan hari kerja senin-juma

Setelah proses informasi dan pelayanan, tingkadtkbpn WP juga dapat
dipengaruhi dari kepercayaan WP terhadap tenagarakonUPTD Dinas
Pendapatan Singosari. Dalam hal ini, UPTD DinasdReatan Singosari sudah
melakukan progres pengiriman hasil pendapatan P8t yelah dibuat disetiap
Wilayah (Singosari, Dau, Karangploso, Lawang) keiamdliserahkan ke UPTD
Dinas Pendapatan Singosari. Setelah UPTD Dinas dpeatah Singosari
membukukan laporan tersebut, UPTD Dinas Pendag&itagosari mengirimkan

hasil tersebut ke Kantor Kabupaten.
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Disamping itu UPTD Dinas Pendapatan Singosari jugalakukan
transparansi penerimaan PBB dari setiap Wilayahy yditulis di papan data
realisasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaasyarakat kepada tenaga

kontrak dan UPTD Dinas Pendapatan Singosatri.

E. Upaya fiskus dalam melayani wajib pajak tentang PBB

UPTD Dinas Pendapatan Singosari berusaha menirggkatkpatuhan
WP dengan cara memberi pelayanan yang baik kepdelaB&rdasarkan hasil
wawancara, diketahui bahwa UPTD Dinas PendapatagoSari bermaksud
meningkatkan kepuasan WP jika kualitas pelayanamgitatkan. Sepanjang
pengamatan penulis, upaya peningkatan kualitasiéaydilakukan dengan cara :
melayani dengan ramah, selalu mengucap salam, dapan terima kasih.
Meskipun perlengkapan yang mereka miliki masih aankgurang, namun
antusias bekerja dengan maksimal selalu merekakaakwdengan sungguh-
sungguh. Semua dilakukan demi pelayanan yang tkeundink WP.

Peningkatarkualitaspelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan
kepada wajilpajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuiiam d
bidangperpajakanParadigma baru yang menempatkan aparat pemerigihalyai
yang mengatur negatdnmasyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agartdapa
meningkatkarkinerjapelayanarpublik.

Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaiklamdhal kualitas
pelayanandengan tujuan agar dapat meningkatkankepuasanegetuhan wajib

pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakudangan cara
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peningkatarkualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bigangajakan,
perbaikaninfrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayarf@p(fenggunaan
sistem informasi dan teknologi untuk dapat menkia@rikemudaharkepada

wajib pajak dalam memenuhi kewajibparpajakannya.
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Gambar 6 Upaya Pelayanan
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F. Upaya Fiskus untuk Mendapatkan Kepercayaan dari Waib Pajak
Berbagai upaya dilakukan oleh fiskus untuk menda@matkepercayaan
dari wajib pajak dalam hal kepatuhan membayar pdgk mendekatkan UPTD
Dinas Pendapatan Singosari kepada masyarakat,hadategan cara sosialisasi
langsung kepada wajib pajak, dan sosialisasi yalaggukan dari desa ke desa
dengan kurun waktu 5 bulan sekali, dengan memberhadiahdoor prize,
mengadakan bazamengundang grup musik, dan lain sebagainya. Dirhahani
dilakukan agar masyarakat tertarik untuk datangardalcara tersebut, dan
memahami isi dari sosialisasi, bahwa uang yang kadrayarkan atas pengenaan
PBB yang mereka peroleh semuanya adalah untuk ilkositr pembangunan
negara, jadi masyarakat tidak perlu takut uang kaeedan lari kemana. Karena

semuanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

woene [

Gambar 7 Kepercayaan

Kepercayaan WP dapat ditingkatkan melalui trangsaraprogres
pengiriman yang dilakukan oleh tenaga kontrak kegdBTD Dinas Pendapatan
Singosari. Bentuk transparansi progres pengirimaituydengan cara ditulis di
papan data realisasi. Transparansi tersebut tedeaitjan besarnya penerimaan

PBB di Wilayah Singosari dan yang akan dikirim kBT Dinas Pendapatan
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Singosari. Sehingga WP dapat mengetahui jumlahripeagn PBB saat itu dan
kepercayaan WP terhadap kinerja tenaga kontrak dagangkat.

Namun transparansi terkait penggunaan penerimadh iR8sih belum
dilakukan. Sehingga WP belum mengetahui pemanfaaimy yang telah
dibayarkan untuk PBB. Hal ini merupakan salah $alttor rendahnya kepatuhan
WP terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaiknya UPIitas Pendapatan

Singosari melakukan transparansi terkait alur damggunaan penerimaan pajak.

Gambar 8 Kepercayaan

Setelah membahas proses intensifikasi yang dilakukbeh fiskus,
Selanjutnya penulis akan membahas mengenai prosesnsifikasi yang
seharusnya dilakukan oleh UPTD Dinas PendapatayoSani kepada WP.

Dalam hal ini baliho sudah dipasang disetiap UPTah &ecamatan.
Tidak semua warga dapat mengetahui informasi yalagda baliho. Karena dari
data mata pencaharian yang sudah ada, sebagian pesduduk Wilayah
Singosari adalah sebagai buruh dan swasta. Selgarpemasangan baliho tidak

hanya di UPTD dan di Kecamatan. Melainkan juga shpg di tempat-tempat
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strategis yang bisa dilihat oleh masyarakat. MesalkPusat perbelanjaan, dan
jalan umum. Dengan demikian informasi dari baliedikit demi sedikit diketahui
oleh masyarakat.

Pemberian informasi melalui internet dirasa masdngat kurang
diperlukan. Hal ini dikarenakan masyarakat masitakg memahami penggunaan
internet. Sehingga masyarakat kurang memahami médegan tekhnologi dan
informasi terbaru dari pegawai pajak. Dengan deanikipemberian informasi
dirasa tidak efektif. Dalam hal ini UPTD Dinas Papdtan Singosari juga
melakukan upaya pelayanan pajak dengan cara sasialangsung kepada WP.
Sosialisasi dari desa ke desa dilakukan dalam kuvaktu 5 bulan sekali.
Kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi adalalandabentuk pemberian
pemahaman terkait dengan PBB. Berdasarkan 3 canhegp@n informasi pada
proses pemberian kepercayaan kepada WP terhadapap&an PBB, yang
paling efektif dilakukan adalah dengan cara sasali Karena antusias
masyarakat yang tinggi dan informasi dapat tersétapalengan baik.

Proses kedua setelah informasi adalah pelayanarg yaeliputi:
peningkatan kualitas dan kemampuan teknis peggvebaikan infrastruktur,
door to door dan 6 hari kerja. Bentuk peningkatan kualitas @&amampuan
teknis yang telah dilakukan yaitu dengan cara pem@eeminar dan pelatihan-
pelatihan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menirigaa kemampuan perpajakan
bagi tenaga kontrak. Maksud dari perluasan temeatbpyaran (TP) ini adalah
memperbesar UPTD Dinas Pendapatan Singosari, detogaen memberikan

kenyamanan kepada WP pada saat proses pembayarBn P&baikan
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infrastruktur dalam hal ini, Sebaiknya tidak hamjiaupayakan untuk UPTD
Dinas Pendapatan Singosari, Melainkan juga di 4akedtan (Singosari, Dau,
Lawang, Karangploso).

Pelayanan melaludoor to door merupakan pelayanan yang dilakukan
dengan cara mendatangi satu persatu rumah WP. ngasinaga kontrak
menemui WP pada hari kerja yaitu Senin-Jumat. Malkfari pelayanan melalui
door to doorini adalah, untuk menagih WP yang belum membagB Rpat
waktu. Berdasarkan permasalahan WP sulit untuknditgpada hari kerja, penulis
memiliki saran sebaiknya penagihan dilakukan pat gm istirahat kerja di
tempat WP bekerja. Selain itu UPTD Dinas Pendap&iagosari mempunyai
cara lain dengan menerima pelayanan selama 6 ega (Senin-Sabtu). Dalam
hal ini, antusias masyarakat yang membayar PBB padasabtu cukup banyak.
Jadi, dengan cara pelayanan 6 hari kerja lebihtiefdibandingkan dengan
pelayanan melaludoor to door

Setelah proses informasi dan pelayanan, tingkattkbpn WP juga dapat
dipengaruhi dari kepercayaan WP terhadap tenagarakonUPTD Dinas
Pendapatan Singosari. Dalam hal ini, UPTD DinasdReatan Singosari sudah
melakukan progres pengiriman hasil pendapatan P8t yelah dibuat disetiap
Wilayah (Singosari, Dau, Karangploso, Lawang) kemamdliserahkan ke UPTD
Dinas Pendapatan Singosari. Namun transparansiittgringgunaan penerimaan
PBB masih belum dilakukan. Sehingga WP belum meamhgefpemanfaatan uang

yang telah dibayarkan untuk PBB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis ti@madan pembahasan
pada balsebelumnyamaka dapat ditarik kesimpulan sebagarikut:

Secara umum intensifikasi pemungutan PBB di Wilagatgosari sudah
berjalan dengan cukup baik. Intensifikasi sudabkdikan dengan baik dalam 2
bentuk, yakni aspek psikologis dan aspek yuridispek psikologis meliputi:
penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan, dan agpeksymeliputi: pelaporan,
perhitungan, dan pembayaran. Jika dilihat dari gggsenyuluhan dari aparatur
pajak dengan membina masyarakat melalui berbaggiay@ntara lain pemberian
penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui anadiassa maupun
penerangan langsung kepada masyarakat.

Dalam hal ini, UPTD Dinas Pendapatan Singosarhtel@lakukan upaya
pelayanan pajak dengan cara sosialisasi langsypaglké/NP, sosialisasi dari desa
ke desa dalam kurun waktu 5 bulan sekali, dan mandgaWP door to door
Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa infooaa& dari aparatur maupun
dari wajib pajak menyatakan hal yang sama bahwaDJBihas Pendapatan
Singosari telah melakukan upaya pelayanan tentajady.p

Tidak hanya dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, dieon to door
aparatur pajak juga melakukan pemeriksaan sebadaln satu upaya dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pésaan. Hal tersebut
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dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadapbwagjak dalam hal Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) apakah merkamukkelebihan
pembayaran pajak dan/atau rugi, SPPT tidak dis&apaitau disampaikan tidak
tepat waktu yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya dilakukan oleh fiskus untuk mendapatkepercayaan
dari wajib pajak dalam hal kepatuhan membayar pdak mendekatkan UPTD
Dinas Pendapatan Singosari kepada masyarakat,nadeteyan cara sosialisasi
langsung kepada wajib pajak, dan sosialisasi yalagukan dari desa ke desa
dengan kurun waktu 5 bulan sekali, dengan memberhadiahdoor prize,
mengadakan bazamengundang grup musik, dan lain sebagainya. Dirhahani
dilakukan agar masyarakat tertarik untuk datangardalacara tersebut, dan
memahami isi dari sosialisasi, bahwa uang yang kadrayarkan atas pengenaan
PBB yang mereka peroleh semuanya adalah untuk ikosir pembangunan
negara, jadi masyarakat tidak perlu takut uang kaeedkan lari kemana. Karena
semuanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upayalbernscukup berhasil
untuk menyadarkan masyarakat atau WP akan kewajibambayar pajak.
Meskipun masih ada sebagian WP yang masih beluoh @tan kewajibannya.
Hal ini pasti bisa diperbaiki dengan kinerja aparatajak yang cukup keras lagi,
demi tercapainya target anggaran yang sudah dikmmtgetiap tahunnya, dan

terciptanya WP yang patuh akan membayar pajak.
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B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari proses Int&asifiPemungutan
PBB di Wilayah Singosari, maka penulis juga menKaerisararsebagaberikut
Melihat Masih belum seimbangnya peningkatan jumVahjib Pajak dengan
Jumlah pelapor SPPT di Wilayah Singosari, Maka ikelpa aparat pajak lebih
memberikan cara ekstrpenyuluhan atau pembinaan, pelayan tentang Pajak
kepada WP, maupun upaya yang dilakukan fiskus untoéndapatkan
kepercayaan dari WP, dengan menggunakan caradpgrts merubah kegiatan
door to dooryang awalnya dilakukan dari rumah ke rumah, selyaikangsung
mendatangi WP di tempat kerja pada saat jam istirakgara masyarakat yang
masih terlambat membayar pajak dan melapori&PPT, menjadi patuh
melaksanakan kewajibannya.

Perbaikan infrastruktur sebaiknya dilakukan dengggera. Karena hal ini
mempengaruhi kualitas pelayanan, kenyamanan WPkejzatuhan WP terhadap

kewajiban perpajakannya.
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GLOSSARYUM
1. UPTD : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
2. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
3. SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
4. Fiskus : Pegawai Pajak
5. WP : Wajib Pajak
6. STP : Surat tagihan Pajak
7. SKP : Surat Keterangan Pajak
8. DSP : Direktorat Jendral Pajak
9. Dropbox : Mobil Pajak (menyediakan layanan tengtpajak
baik gratis maupun berbayar)
10. Tax Administration : Prosedur pengenaan dan peragedan

pemungutan pajak
11.Unregistrasi Tax Payers : Wajib pajak yang tidalaéar

12.SPT
13. Tax Evaders

14.Tax Compliance
15. Self Assessment

: Surat Pemberitahuan

: Penyuluhan pajak
: Masalah kepatuhan wajib pajak
: Memberi kepercayaan sepenulapadi wajib

pajak untuk mengurus kewajiban perpajakan sendiri

16.Tax policy : Kebijakan pajak

17.NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak

18.Tax reform : Reformasi perpajakan

19.NJOP : Nilai Jual Obyek Pajak

20.NJKP . Nilai Jual Kena Pajak

21.NJOPKTP : Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
22.SPOP . Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
23.KP-PBB : Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
24. KPP : Kantor Pelayanan Pajak

25.NOP : Nomor Obyek Pajak

26.SP : Surat Paksa

27.BPKD : Badan Pengelola Keuangan Daerah
28.KASDA : Kas Daerah

29.DPPKA : Dinas Pendapatan Pengelolaan KeuangaAskin
30.PPTOK : Pelaksanaan Teknis Operasional Kecamatan
31.SKPD . Surat Ketetapan Pajak Daerah

32. Office Audit
33.Door to door
34.TP

: Pemerksaan Kantor
: Rumah ke rumah
: Tempat Pembayaran
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Fimn .mﬂu s-t"r-:—xk,. .

vl Reuals KT Prgy,
Jatan Sudirman Mo | ,‘""‘ "“1‘:«,:.
sfalane

Yang berangy
Kepala Desa! Lumak +) INERN dihaway, e
Keocamatan - %

Kabupaen -
Sehagai wajib pajais kn“ “\-\||I|

Alamat Nj:u. D L o
Desa/ Kelurahan ) & s objey Pk yang terlesas, g
Kabupaten ool s iy - Mo : )
No SPPT/SKP*) . 3gqy v - e Keamann e RY _RW
rBb terhutang Rp. . b, S A N S E— -
it o 2 ahin papik

L]
Tanggal tenma SPITmKp .) =
i mieneaykan keberwan gy, B B
herikut ) l‘-!J nh l\‘ﬂml'll\-k M SPPTND ) dm‘. n

o “‘“ﬂ‘ul dias de 1 cha
: o nean alasan sebagai
1. wuas objek t""'""l‘ah':un.m - .
sebenamya. Luas seucnarm,, :.).: t:l-\h '“’PTﬂikp *) tdak B Hers narme A ks bagm gimg diplih
NJOP bumibangunan *) pads spor o™ g h‘:’““nm"‘mn bukts resml headaan yane
= m2

NJCTP sebenamya adalah - b fidak sama
umi dengan buk;
. Kesalahan penetapan/penpenaan Betum m, M2, bangunan Rp ki gurm.’lgalla.\n yang sebenamya. [ |
e

Ohjek  pajak s:hnmsn,.-. tidak dl.‘m‘u:WT‘:?E":JUI'IRI‘-’MIm NIKP *) Im2 \ \
e r— Areny 1
Menurut perhllung:m k: { \

Bumi : i ""_"_":n";"xpr?: ahun . adalah sebagai beriun .
tangunan I .m2X Rp N 'f.n-, = Rp
NjOP (142 2 -~ Bp
wortke ' gy

NJOP sctelah dikurangi Nl{)l'lmi{] N Rp
PRD erhutne (0.5 X Rp ) :I;

(

)
lfm Jorsda N .-.h Apdpm yung dyribib
Surat Kuasi dart wajib pajak (datam hal dikuasaban Lepada orang /pibah lain

Fotobopt K TIVRK dan waph pagab,

Bersama im dul\mpu an pnh

ASLISPIMTISKI *) ahu b vang horaanghutan
SPOP dan Lunpacan S1O1° erngan jelas, benar dan lengbap serta ditanda tangam

Fotokop buktn pembayaran PRI SSIS s 15 Laban terahdng 5
Fotorkasp. surat Linal

senan premilikan raby ddan atan bongenan

@ betum bersertdikatl \

Premikian atas perhatunnyi disampaikan terma kasah
Malang,

WAl !'.M.'\M KUASA WI"\

)4 orel yang pidak perin
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Lampiran 10 Surat permohonan pengurangan/pafabatSPPT / SKP / STP-
Perorangan

Nome?
Lampiran
jlat : Permohonan Pengy
3 an,
P tahyy Pajak | Plrl Sr'p].,skwm -

yih. Kepala KI'P Pragy c
Jjalan Sudirman No. | K"B“;:ire:m"'"’
Malang

Yang bertanda g

Kepala Desal Lurah *y MEM libaway
Kesamatan :
Kahupaten

No. SPPT/ NOP
dengan ini mengajukan Pefmoh,
sehagai perikut

h e ‘.-'I.llllr; (2] s -."' e fr A

Do ma i
BN was SUP sy g e
ARSI Y0 rersehy lasan
Karena bencana alammhamg Ianamany ' el s eempy 12
nal.

Katena hidak mempunyg, Kemampuan Bl taun Bees parwdy ¥ puadas balsm yimg dipalih

N9t biasa dan bersdal masal
Karena perusalionan menpal,
Karcna pensiunan
Alasan Lannya;

A ke rugiag

L M-

Bersama ini dilampirkan puly

Surat Kuasa dari vajils pajak (dslam 1y e karabi Y pun ks Burtirm yosng i
2 al e = =1 yuing Syl

Fotokopi KTPKK dari wajib pajak. dikuasakan kepada orang fpihak lain)
Fotokopi SPPT tahun pajak berjatan —
Fotokopi STTS terakhir —_
Fotokopi SPT PPh tahun terakh ]
boci Wolb Pajok Badan ' dan Neraca RIL tahun terakhic yang sudah dauga Akuntan Public ||
Bukti pendukung lainnya:
a. Fotokopi Surat Kepulusan Pensiun; , B

-|_'|

B s —

o

b Folosopi Surat Pernyalasr/Ket 9an Miskin dan LurahiKepala Desa, :

==y
¢. Fotokop tanda p uang —
7. Dokumen |I ]'
lain. b

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Ml *
KEPALA DESAY LURAI

Mengetalin,

CAMAT i oy
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Lampiran 11 Surat keterangan peralihan hak di bawmadan-Kolektif

1!
(]
’ KANTOR \t’Ll-’ﬂ-\i:Aq.;,[“ i
‘ LICAMATAN —
" ALANAT ——— -
samor
f ’ P o ———— Malang,
’ d — “"’mh-\'."l.\e-\,“-]
Hal Peralihan
althan Haj. p,
' ’ ' Bawah Tangan
vang bertanda tangan dibawah in; N
f ? » MUk / Kepala Desy
dengan im menerangkan bahwa data _—
- ARIMans dahar tetlamper adalah merupakan peralihan
' hak di bawah tangan untyl diajukan sebagai kel
At kelenpkapan persyaratan mutasi
' ' Dan bila dikemudian hari dikpte
9 mukan adanya permindahan kepemilivan sebapai objek BPHTE (Do
perolehan Hak atas Tanah da
f n Bangunan) YANE menmbulkan kerupgan negara, maka kami siap
’ a men 2rima 5anksi sesual dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
’ a Demikian Surat Keteranpgan Kelurahan/Desa i d "
+ an/uUesd ibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung

b

' g jawab, terimakas

Lurah/Kepala Desa
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Lampiran 12 Surat keterangan peralihan hak di bawadan-Kolektif

KANTOR KELURANAN/DESA «)

KECAMATAN k‘_
ALAMAT "“‘-——_._________________‘__ :

g —_—
TELEFON \ﬁ,_’—

/—\ﬁ"‘“——-——-

Nomar [ ETET, T Se—

___h__________'_'-—-——

- | l'l'mbar;‘bukas- )

Lampiran

Hal : Peralihan M,
a b ak Di Bawah
Wwah Tangan

yang bertanda tangan dibawah i, Lurah | g
A epala Desa
dengan ini menerangkan bahw
4 3 2 data sebagaima
ArAImana berikut

W W W W

Mama Wajib Pajak baru

™

NOP (Momer Objek Pajak) : 3507,

Alamat Ovjek Pajak

©

Luas tanah . )

Luas Bangunan . m?

adalah merupakan peralihan hak di bawah tangan untuk diajukan sebagai kelengkapan persyaratan

mutast.

B YRR SRR Y

pan bila dikemudian harn diketemukan adanya perpindahan kepemilikan sebaga objek BPHTB (Bea

i
(U]

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang menmbulkan kerugian negara, maka kami s

menerima sanksi sesuat dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

)

Demikian Sural Keterangan Kelurahan/Desa in dibuat dengan peruh kesadaran dan LANRAUNE

jawab, tepmakasih

Lurah/¥epala Desa
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Lampiran 13 Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)

No Formuie] | TT1 |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA =g  TICTTT] ==
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN : »
7, JENISTRANSAKSI [T]1, Perekaman Data - []2.
7 PR~ DTN KeC |<.=.uogs BLOK ' NO

[ (D oo afunniias

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK |

7. BLOK / KAV / NOMOR

liIIIIIJIIJI]II]IIHIITTIIIHII HEEREESEEN6T

8. KELURAHAN / DESA 8. RW 10.RT

177175 15 2 I 5 I 0 O

C. DATA SUBJEK PAJAK

12. PEKERJAAN  [J1.PNs") []2.ABRI") []J3.Pensiunan*)[] 4.Badan []5.Leinnya
13. NAMA SUBJEK PAJAK 14, NPWP
% L N 0 0 0 Y
15. NAMA JALAN 16, BLOK / KAV / NOMOR
CELEE R LT LT G e . (OO LT
17. KELURAHAN / DESA -, ™ 18.RW 19.RT

| RO T [ OO g

| 20 KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS
5 0 R 6 O A
21. NOMOR KTP

REMMENEDANANRESNANRREENAE
: B M R e !\, D. DATATANAH

(M)

24. JENISTANAH M) 1. Tansh+  []2 Kaviing [ 3. Tanah (] 4. Fasilitas
Bangunan Siap Bangun Kesong Umum

Catatan ; *) yang panghasilannya semala-mala berasal dari gaji alau uang pensiunan

KP.PEB1.1/94 Dilanjutkan di halaman berikuinya
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Lampiran 14 Lampiran Surat pemberitahuan objekkp&g& OP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

|hb. Formulie

IINEER

1. JENIS TRANSAKSI [ ] 1.PerekamanData =[] 2.Pemutakniran Dsta
[ 4. Penitsian Individual

[[] 3. Penghapusan Data

PR DIl

A. RINCIAN DATA BANGUNAN
5. JNS PENGGUNAAN D 1. Perumahan | | 2 Perkantoran Swasta

BANGUNAN
- (] 4. TokoApotikPasarRuko [_] 5. Rumah SakitKlinik

KEC KEL /DES BLOK NOURUT KODE 3. JUMLAH BNG

HE{EE, NN NN EEN AENEE N

4. BANGUNAN KE

|:| 6. Olah Raga/Rekreasi

[[] 7. Hotel r wisma
E] 10. Lain-lain
D 13. Apartemen

(s Bengkel/Gudang/Pertanian|_| 9. Gedung Pemerintah

D 11. Bng Tidak Kena Pajak
D 14. Pompa Bensin

E] 12. Bangunan Parkir
D 15. Tangki Minyak '

G_ 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN [
(M2)

7. JUMLAH LANTAI

J [

M
8. THN DIBANGUN :

p—p——

9. THN DIRENOVASI L |

| 17. JUMLAH AC

D Split

o —

18. LUAS KOLAM

~~~~~ . TERPASANG (WATT)
11. KONDISIPADA [ | 1. Sangat [ 2 Baik 3. Seda 4. Jeléx
UMUMNYA —  Baik L O = O
12 KONSTRUKSI [ ] 1.Baja [J 2 seton (Jseawsaa [] 4 kay
1. Decrabon/ 2. Glg Beton/ 3 Gtg Biasa/ )
13 ATAP 0 seton O Nx?m:r:u(:n 0 Slrgn' [] ¢ asbes [ s seng
Gig Glazur
1. Kaca/ 2. Beton 3.BatuBata/ | | 4 K
| 14. DINDING D Aluminium . D Conblok = o D S.Seng
[[] 6. Tidak Ada
15. LANTAI D 1. Marmer D 2 Keramik D 3 Teraso D 4. Ubin PC/[ ] 5. semen
Papan
1. Akuslik/ i
16.LaNGiT-Lanet [ 2 gg%'ngMS [[] 3. Tidak Ada .
B. FASILITAS

[[7] window | 18. AC sentral

10. DAYA LISTRIK

[0 1.ada [ 2 Takada

 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)

BAHAN PAGAR

O

1. Baja/Besi

RENAN
ENANG (M2) .I | ] I Ringan | [Befal
1. Diplester 2 D Dengan Penutup
B [0 1.oie D_ Denden | [TTTT] seasng [TTTT] 000
21 iifl:'ph;t_b?gﬁN DGN LAMPU TNP LAMPU 22. JUMLAH LIFT ‘ 23. JUMLAH TANGGA
BERJALAN
TENIS [:] Beton D | [J Penumpang
(] asw [ (s | wecosom  [T]
Tanah Liat /
bW [T] earang e>osom [ ]
24. PANJANG PAGAR [ | 25 PEMADAM 3 1. Hydrant [ ]1. Ada [] 2.Tidak ad
e (L1T1] PE Litab) .

2. Balw

0 2 Sprinkler[]1. Ada [_] 2 Tidak ada
Batako

0 3. Fire Al D" Ada D 2 Tidak ada

26. JML SALURAN
PES.PABX

EREN

27. KEDALAMAN SUMUR
ARTESIS (M)




Lampiran 15 Lampiran surat ketetapan pajak
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomer Tahun Pajak

Tanggal Penerbitan AKUN i

Letak Objek Pajak Nama dan alamat Wajib Pajak

Alamat RW/RT: Nama

Desa/Kelurahan?) Alamat :

Kecamatan Kabupatenﬂ(otai’

Kabupaten/Kotal) Kode Pos: Kode Pos

NOP 1 NPWP

Data Objek Pajak?)

OBJEK PAJAK LUAS (m2) KELAS | _NJOP PER m2 (Rp) NJOP (Rp)
Bumi
Bangunan
Bumi Bersama
Bangunan Bersama
Total NJOP |Rp
Perhitungan pajak yang terutang
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp
3. _NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 - angka 2) Rp
4, Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) %
5. NJKP (angka 3 x angka 4) Rp
6. 6.a PBB yang terhutang (Tarif ...% x angka 5) Rp
6.b Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Invest_asi Wilayah Tertentu 1) (...% angl-:_a 6.3) Rp

7. PBB yang harus dibayar (angka 6.2 atau angka 6.b) Rp
8. _Pokok/Jumiah*) PBB yang masih harus dibayar Rp
9. Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB3) Rp
10. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8 + angka 9) Rp

Terbilang:

Tanggal jatuh tempo:

Tempat pembayaran:

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

gunting disini

Nama WP

NPWP

NOP

Tahun Pajak

Nomor SKP 1
Tanggal Penerbitan :

Diterima Tanggal :
Penerima,

Nama Lengkap dan Tanda Tangan
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Lampiran 16 Lampiran surat tagihan pajak-Pajak Bdam Bangunan (PBB)

Kop Surat

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) ini.
harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi,
maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat
Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.

(Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994)
(UU No. 19 Tahun 1997 s.t.t.d. UU No. 19 Tahun 2000)

*) Coret yang tidak perlu.

(STP PBB)
Nomor - DATA DOKUMEN
Tanggal Penerbitan Nomor SPPT/SKP PBB*):
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB*):

DATA OBJEK PAJAK DATA WAJIB PAJAK

NOP - Nama

Alamat : NPWP

RT/RW 3 Alamat

Desa/Kelurahan*)

Kecamatan

Kabupaten/Kota*)

Nomor AKUN

PERHITUNGAN PBB YANG TERUTANG
1 |PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PEB*) Rp
2 |Pengurangan Pasal 19 UU PBB Rp
3 |Pengurangan Denda Administrasi Pasal 20 UU PBB atas SKP PBB Rp
4 |PB8 yang telah dibayar Rp
5 |PBB yang belum/kurang dibayar (angka 1 - (angka 2 + angka 3 + angka 4)) Rp
6 [Denda Administrasi keterlambatan pembayaran Pasal 11 UU PBB Rp
7 |Pengurangan Denda Administrasi Pasal 20 UU PBB atas SPPT PBB Rp
8 Pumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6 - angka 7) Rp

Tanggal jatuh tempo: Tempat pembayaran:
PERHATIAN s
a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor

gunting disini cuuiceniee

NOP
Tahun Pajak
No. STP PBB

Nama WP : Diterima Tanggal
NPWP H Penerima,

Tanggal Penerbitan .hiama Lcngin;;p dan Tan;:lva: Tangan

F.5.4.23.
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